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BAB 1
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan
bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan
dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima
tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka
menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk
perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja),
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan
Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen
perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana
Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan
RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

PERENCANAAN PENGANGGARAN
djjabarkan
RPIMN ql RKP
diperhatikan diperhatikan :
v dijabarkan v pedoman pedoman
RPIPD > RPIJMD RKPD > —» RAPBD —» APBD
pedoman KUA &
bahan| | pedoman  pahan| |pedoman PPAS
Renstra PD 'RenJaPD RKA PD ' DPA PD
pedoman pedoman
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Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sebagai
perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan
Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota
Semarang Tahun 2026 serta Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-
2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan



Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan
juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja DPMPTSP
Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini akan
menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum
ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota
Semarang Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat
II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 — 2031 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 142);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 140);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);



r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);

s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);

t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);

u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana
Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2025 Nomor 46);

v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;

w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025
Nomor 58)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026
adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program,
kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Kota Semarang di Tahun 2026, dalam
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Semarang secara
berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun
2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi DPMPTSP Kota
Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang
Tahun 2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP
Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui
penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan,
serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN
LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian
Renstra DPMPTSP Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan
DPMPTSP Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas
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BAB III

BAB IV

BAB V

dan fungsi DPMPTSP Kota Semarang, review terhadap Rancangan
RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan
sasaran Renja DPMPTSP Kota Semarang.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan
dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, serta inovasi yang dikembangkan DPMPTSP Kota Semarang
pada tahun 2026.

PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah
pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB 1II
HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPMPTSP KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh
terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan
kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan
misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas
diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya,
yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target
kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026,
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja DPMPTSP Kota
Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra
DPMPTSP Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan
Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian
Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan
perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 DPMPTSP Kota
Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Tabel 2.1

Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
DPMPTSP Kota Semarang

Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
T.arge.t Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan| Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kinerja dan Sub . .
Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Realisasi
Kode Urusan / Program / . Program, P Tingkat
2 2 . Program / Kegiatan / dan Sub > Realisasi Renja rogram, ingka
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan o n Kegiatan ealisasi | 4. okat Kegiatan &| C :
Sub Kegiatan Kegiatan T t Reni Reni Ingka Tahun eglatan apaian
. dan Sub arget Renja enja Realisasi Sub Realisasi
Akhir . Tahun 2024 Tah ealisasi 2025 u ealisasi
q Kegiatan s.d| 1ahun ahun % Kegiat T t
Periode Tahun 2023 2024 (%) eglatan arge
Renstra ahun s.d Tw III Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
2.18.02 PROGRAM Jumlah Penanam Modal yang 3744 4513 3700 3795 102,6% 3713 3185 85,8%
PENGEMBANGAN IKLIM Mendapat Fasilitasi Investasi penanam penanam | penanam Penanam Penanam Penanam
PENANAMAN MODAL modal modal Modal Modal Modal Modal
2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Jumlah fasilitas/insentif yang 5 buah 4 buah 5 Buah 5 Buah 100% 5 buah 5 Buah 100%
Fasilitas /Insentif Dibidang bisa diberikan kepada
Penanaman Modal yang investor
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02.2.01. | Penetapan Kebijakan Jumlah Peraturan 6 6 dokumen 1 1 100% 1 1 100%
0001 Daerah Mengenai Daerah /Provinsi dalam dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen
Pemberian Fasilitas/Insentif | Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan dan Kemudahan Penanaman
Penanaman Modal Modal
2.18.02.2.01. | Fasilitasi Kemitraan yang Jumlah Kesepakatan 3744 4513 S S 100% S 5 100%
0003 dilakukan oleh Pemerintah Kemitraan antara Usaha penanam kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen
Kabupaten /Kota Besar (PMA/PMDN) dengan modal usaha

UMKM di daerah




Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Target Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kineria dan Sub . .
K Indikator Kinerja Kegiatan J Kegiatan | Realisasi
ode Urusan / Program / Program [ Kegiatan / dan Sub Program, . . g ) Program Tingkat
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan g cg  Su Kegiatan Realisasi | .. . Renja . y .
Sub Kegiatan Kegiatan d Tarset Renia| Renia ingkat Tahun |Kegiatan & Capaian
Akhir an Sub g J J Realisasi Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun % 2025 Kegi T
Periode 2024 (%) egiatan arget
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Tersedianya peta potensi 2 2 dokumen 2 2 100% 2 1 100%
Investasi Kabupaten/Kota peluang investasi di kota dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen
semarang
2.18.02.2.02. | Penyusunan Rencana Jumlah Peraturan Daerah 1 1 kegiatan 1 1 100% 1 1 100%
0001 Umum Penanaman Modal (Perda) Rencana Umum dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02. | Penyusunan Peta Potensi Jumlah Dokumen Peta 1 1 kegiatan 1 1 100% 1 0 0%
0004 Investasi Kabupaten /Kota Potensi Investasi dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Kabupaten/Kota
2.18.03 PROGRAM PROMOSI Jumlah Investor Berskala 654 556 541 550 101,7% 595 21957 100%
PENANAMAN MODAL Nasional (PMDN/PMA) investor investor Investor Investor Investor Investor
2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Jumlah Promosi Investasi 7 kegiatan | 6 kegiatan | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan 100% 7 kegiatan | 5 kegiatan 71,4%
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01. | Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 1 1 dokumen 6 15 100% 7 5 71,4%
0002 Promosi Penanaman Modal Kegiatan Promosi Penanaman | dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota Modal Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01. | Penyusunan Strategi Jumlah dokumen strategi 6 6 kegiatan 1 1 100% 1 0 0%
0003 Promosi Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kab/Kota




Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Target Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kineria dan Sub .
K Indikator Kinerja Kegiatan J Kegiatan | Realisasi
ode Urusan / Program / Program [ Kegiatan / dan Sub Program, . . g ) Program Tingkat
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan g cg  Su Kegiatan Realisasi | .. . Renja . y .
Sub Kegiatan Kegiatan d Tarset Renia| Renia ingkat Tahun |Kegiatan & Capaian
Akhir an Sub g J J Realisasi Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun % 2025 Kegi T
Periode 2024 (%) egiatan arget
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN Persentase Izin Terbit Sesuai 100% 95,69% 95.50 % 96,71 % | 101,3% | 95,50% 96.73% 101,3%
PENANAMAN MODAL SP
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Terselenggaranya Layanan 100% 100% 100.00 % 100.00 % 100% 100% 85% 85%
Non Perizinan secara Perizinan dan Non Perizinan
Terpadu Satu Pintu Sesuai SP
dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01. | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Kegiatan Koordinasi 6 800 pelaku 6 6 100% 6 5 83,3%
0005 Penetapan Pemberian dan Sinkronisasi Penentapan Dokumen usaha Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen
Fasilitas/Insentif Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif
yang menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.18.04.2.01. | Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha yang 2450 2400 2400 2450 102,1% 2400 2.200 92%
0006 Perizinan Berusaha melalui | Mendapatkan Pelayanan Pelaku pelaku Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku
Sistem Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha melalui Usaha usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Berbasis Risiko Terintegrasi | Sistem Perizinan Berusaha
secara Elektronik Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik
2.18.04.2.01. | Penyediaan dan pengelolaan | Jumlah Pelaku usaha yang 800 6000 800 Pelaku | 800 Pelaku 100% 800 750 94%
0007 Layanan konsultasi Memperoleh Layanan Pelaku kegiatan Usaha Usaha Pelaku Pelaku
perizinan berusaha berbasis | Konsultasi Perizinan Usaha usaha Usaha Usaha

risiko

Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara
Elektronik




Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Target Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kineria dan Sub . .
K Indikator Kinerja Kegiatan J Kegiatan | Realisasi
ode Urusan / Program / Program [ Kegiatan / dan Sub Program, . . g ) Program Tingkat
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan g cg  Su Kegiatan Realisasi | .. . Renja . y .
Sub Kegiatan Kegiatan d Tarset Renia| Renia ingkat Tahun |Kegiatan & Capaian
Akhir an Sub g J J Realisasi Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun % 2025 Kegi T
Periode 2024 (%) egiatan arget
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
2.18.04.2.01. | Pemantauan, analisis, Jumlah Kegiatan Usaha yang 800 750 750 800 106,7% 750 680 91%
0008 evaluasi, dan pelaporan di mendapat pemantauan, Kegiatan | kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatn Kegiatn
bidang perizinan berusaha analisis, evaluasi, dan Usaha usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
berbasis risiko pelaporan di bidang perizinan
berusaha berbasis risiko
Lintas Daerah
Kabupaten /Kota bagi
Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN | Rasio Daya Serap Tenaga 2 (nilai) 2 (nilai) 2.00 Nilai | 2.00 Nilai 100% 2 Nilai 1 Nilai 50%
PELAKSANAAN Kerja
PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Kenaikan /penurunan nilai 10% 10,31% 7.00 % 10,3 % 147,1% 7% 8,33% 119%
Penanaman Modal yang realisasi PMDN (milyar
menjadi Kewenangan rupiah)
Daerah Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01. | Bimbingan Teknis kepada | Jumlah Pelaku Usaha yang | 50 Pelaku - 309 Pelaku | 400 Pelaku | 129,4% | 50 Pelaku | 50 Pelaku 100%
0005 Pelaku Usaha Mengikuti Bimbingan Teknis/ Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Sosialisasi Implementasi
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
2.18.05.2.01. | Pengawasan Penanaman Jumlah Kegiatan Usaha dari 4 Kegiatan 21 19 26 136,8% 4 4 Kegiatan 100%
0006 Modal Pelaku Usaha yang Telah Usaha Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Usaha
Dianalisa dan Diverifikasi Usaha Usaha Usaha Usaha

Data, Profil dan Informasi




Target dan Realisasi Kinerja

Target

Perkiraan Realisasi

Target Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kineria dan Sub .
K Indikator Kinerja Kegiatan J Kegiatan | Realisasi
ode Urusan / Program / Program [ Kegiatan / dan Sub Program, . . g ) Program Tingkat
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan g cg  Su Kegiatan Realisasi | .. . Renja . y .
Sub Kegiatan Kegiatan d Tarset Renia| Renia ingkat Tahun |Kegiatan & Capaian
Akhir an Sub g J J Realisasi Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun % 2025 Kegi T
Periode 2024 (%) egiatan arget
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
Kegiatan Usaha dari Pelaku
Dllakukan Inspeksi Lapangan
serta dilakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan
Berusaha
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pengembangan 100% 96% 97 Persen 97 Persen 100% 99% 99% 99%
DATA DAN SISTEM dan inovasi sistem informasi
INFORMASI PENANAMAN perizinan dan non perizinan
MODAL serta penanaman modal
2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Persentase pemanfaatan data 100% 100% 100.00 % 100.00 % 100% 100% 100% 100%
Informasi Perizinan dan dan informasi perizinan dan
Non Perizinan yang non perizinan
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06.2.01. | Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan Informasi 100% 100% 1 1 100% 1 1 100%
0002 Pemanfaatan Data dan Perizinan Berbasis Sistem Dokumen Dokumen dokumen | dokumen
Informasi Perizinan Pelayanan Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara
Perizinan Berusaha Elektronik yang Diolah,
Terintegrasi secara Dikaji dan Dimanfaatkan
Elektronik
2.18. .01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kinerja 100% 100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Administrasi dan Pelaporan
Keuangan SKPD




Target dan Realisasi Kinerja

Target

Perkiraan Realisasi

T.arge.t Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kinerja dan Sub . .
Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan | Realisasi
Kode Urusan / Program / . Program, g P Tingkat
- : . Program / Kegiatan / dan Sub A Realisas: Renia rogram, ingka
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan q q Kegiatan ealisasi | . o kat J Kegiatan &| Cabpai
Sub Kegiatan Kegiatan T : : Ingka Tah eglatan apaian
dan Sub arget Renja Renja Bty ahun S
Akhir Realisasi 2025 Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun o .
Periode 2024 (%) Kegiatan Target
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
Persentase Perencanaan dan 100% 100% 100 % 100 % 100% 100% 85% 85%
Pelaporan Kinerja SKPD
Persentase Tersedianya 100% 100% 100 % 100 % 100% 100% 85% 85%
Sarana dan Prasarana
Perkantoran SKPD
Presentase Peningkatan 100% 100% 100 % 100 % 100% 100% 85% 85%
Kemampuan ASN
2.18.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen dan 11 11 11.00 11.00 100% 13 10 T77%
Penganggaran, dan Evaluasi | Laporan Perencanaan dan dokumen dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Yang Dihasilkan
2.18.01.2.01. | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 3 3 dokumen 3 3.00 100% S 5 100%
0001 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen
Daerah Daerah
2.18.01.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 1 dokumen 1 1 100% 1 1 100%
0002 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | dokumen Dokumen Dokumen dokumen | dokumen
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
2.18.01.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen Perubahan 1 1 dokumen 1 1 100% 1 1 100%
0003 Dokumen Perubahan RKA- RKA-SKPD dan Laporan Hasil | dokumen Dokumen Dokumen dokumen | dokumen

SKPD

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD




Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Target Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kineria dan Sub . .
K Indikator Kinerja Kegiatan J Kegiatan | Realisasi
ode Urusan / Program / Program [ Kegiatan / dan Sub Program, . . g ) Program Tingkat
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan g cg  Su Kegiatan Realisasi | .. . Renja . y .
Sub Kegiatan Kegiatan d Tarset Renia| Renia ingkat Tahun |Kegiatan & Capaian
Akhir an Sub g J J Realisasi Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun % 2025 Kegi T
Periode 2024 (%) egiatan arget
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
2.18.01.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 1 dokumen 1 1 100% 1 1 100%
0004 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | dokumen Dokumen Dokumen dokumen | dokumen
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
2.18.01.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen Perubahan 1 1 dokumen 1 1 100% 1 1 100%
0005 Perubahan DPA- SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil | dokumen Dokumen Dokumen dokumen dokumen
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
2.18.01.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Capaian 1 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
0006 Laporan Capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | dokumen
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.18.01.2.01. | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi 3 laporan 3 laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 laporan | 3 laporan 100%
0007 Daerah Kinerja Perangkat Daerah
2.18.01.2.01. | Penyelenggaraan Walidata Jumlah Dokumen Hasil 1 - - - 100% 1 1 100%
0008 Pendukung Statistik Penyelenggaraan Walidata Dokumen dokumen | dokumen
Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral
Daerah
2.18. 01.2.02 | Administrasi Keuangan Persentase Administrasi 100% 100% 100.00 % 100.00 % 100% 100% 85%

Perangkat Daerah

Keuangan SKPD




Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Target Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kineria dan Sub .
K Indikator Kinerja Kegiatan J Kegiatan | Realisasi
ode Urusan / Program / Program [ Kegiatan / dan Sub Program, . . g ) Program Tingkat
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan g cg  Su Kegiatan Realisasi | .. . Renja . y .
Sub Kegiatan Kegiatan d Tarset Renia| Renia ingkat Tahun |Kegiatan & Capaian
Akhir an Sub g J J Realisasi Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun % 2025 Kegi T
Periode 2024 (%) egiatan arget
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
2.18.01.2.02. | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 49 44 44 44 100% 40 40 100%
0001 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan orang/bul | orang/bula | Orang/bul | Orang/bul orang/bul | orang/bul
Tunjangan ASN an n an an an an
2.18.01.2.02. | Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 1 1 dokumen 1 1 100% 12 10 83%
0002 Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi dokumen Dokumen Dokumen dokumen | dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN
2.18.01.2.02. | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan 1 laporan 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
0005 Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD dan
Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.18.01.2.02. | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan 18 18 laporan | 18 Laporan | 18 Laporan 100% 18 15 83%
0007 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ laporan laporan laporan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Semesteran SKPD Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
2.18.01.2.02. | Penyusunan Pelaporan dan | Jumlah Dokumen Pelaporan 1 1 dokumen 1 1 100% 1 1 100%
0008 Analisis Prognosis Realisasi | dan Analisis Prognosis dokumen Dokumen Dokumen dokumen | dokumen
Anggaran Realisasi Anggaran
2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi 100% 100% 100.00 % 100.00 % 100% 100% 50% 50%

Perangkat Daerah

Kepegawaian Daerah




Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Target Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kineria dan Sub .
K Indikator Kinerja Kegiatan J Kegiatan | Realisasi
ode Urusan / Program / Program [ Kegiatan / dan Sub Program, . . g ) Program Tingkat
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan g cg  Su Kegiatan Realisasi | .. . Renja . y .
Sub Kegiatan Kegiatan d Tarset Renia| Renia ingkat Tahun |Kegiatan & Capaian
Akhir an Sub g J J Realisasi Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun % 2025 Kegi T
Periode 2024 (%) egiatan arget
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) ) 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
2.18.01.2.05. | Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan 200 unit 200 Unit 200 Unit 200 Unit 100% 100 unit 0 0%
0001 Prasarana Disiplin Pegawai | Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai
2.18.01.2.05. | Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang - - 100 Orang | 100 Orang 100% 100 unit 100 unit 100%
0010 Perundang-Undangan Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100% 100% 100.00 % 100.00 % 100% 100% 85% 85%
Perangkat Daerah Administrasi Umum
2.18.01.2.06. | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 paket 100%
0002 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
2.18.01.2.06. | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 paket 100%
0004 Kantor Kantor yang Disediakan
2.18.01.2.06. | Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah Paket Barang 1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 paket 100%
0005 dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
2.18.01.2.06. | Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan - - - - 0% 1 paket 1 paket 100%
0006 dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan
undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
2.18.01.2.06. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi 12 12 laporan | 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 10 83%
0008 Kunjungan Tamu laporan laporan laporan
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Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Target Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kineria dan Sub .
K Indikator Kinerja Kegiatan J Kegiatan | Realisasi
ode Urusan / Program / Program [ Kegiatan / dan Sub Program, . . g ) Program Tingkat
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan g cg  Su Kegiatan Realisasi | .. . Renja . y .
Sub Kegiatan Kegiatan d Tarset Renia| Renia ingkat Tahun |Kegiatan & Capaian
Akhir an Sub g J J Realisasi Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun % 2025 Kegi T
Periode 2024 (%) egiatan arget
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
2.18.01.2.06. | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 12 laporan | 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 10 83%
0009 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat laporan laporan laporan
SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2.18.01.2.06. | Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 2 1 dokumen 3 3 100% 1 1 100%
0011 Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem dokumen Dokumen Dokumen dokumen | dokumen
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis
SKPD Elektronik pada SKPD
2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase Tersedianya 100% 100% 100.00 % | 100.00 % 100% 100% 85% 85%
Urusan Pemerintahan Kebutuhan Jasa Kantor
Daerah
2.18.01.2.08. | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 12 laporan | 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 10 83%
0002 Komunikasi, Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sumber laporan laporan laporan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
2.18.01.2.08. | Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah Laporan Penyediaan 12 12 laporan | 12 Laporan | 12 Laporan 100% 12 10 83%
0004 Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum laporan laporan laporan
Kantor yang Disediakan
2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Aset 100% 100% 100.00 % 100.00 % 100% 100% 85% 85%
Daerah Penunjang Urusan SKPD
Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.09. | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 1 unit 1 unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100%
0001 Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan
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Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
T.arge.t Realisasi [Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, | Capaian Target Renstra
Kinerja Target Tahun 2024 Kegiatan s.d Tahun 2025
Program, Kinerja dan Sub . .
Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan | Realisasi
Kode Urusan / Program / . Program, g P Tingkat
- 3 . Program / Kegiatan / dan Sub 5 Realisas: Renia rogram, ingka
Rekening Kegiatan / Sub Kegiatan q q Kegiatan ealisasi | . o kat J Kegiatan &| Cabpai
Sub Kegiatan Kegiatan T : : Ingka Tah eglatan apaian
dan Sub arget Renja Renja Bty ahun S
Akhir Realisasi 2025 Sub Realisasi
. Kegiatan s.d| Tahun 2024 Tahun o .
Periode 2024 (%) Kegiatan Target
Renstra | y2hun 2023 s.d Tw III | Renstra (%)
Tahun 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) ) 10 = 11 = (10/4)
(5+7+9)
Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
2.18.01.2.09. | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 34 unit 23 unit 34 Unit 34 Unit 100% 33 unit 33 unit 100%
0002 Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas | dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan | Perizinannya
2.18.01.2.09. | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang S unit 5 unit 150 Unit 150 Unit 100% 150 unit 150 unit 100%
0005 Dipelihara
2.18.01.2.09. | Pemeliharaan Peralatan dan | Jumlah Peralatan dan Mesin 30 unit 125 unit 190 Unit 190 Unit 100% 100 unit 75 unit 75%
0006 Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025
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Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada

tahun 2024, DPMPTSP Kota Semarang melaksanakan 6 program, 12
Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Jumlah penanam
modal yang mendapat fasilitasi investasi. Program ini menunjukkan
capaian yang baik pada 2024 karena berhasil melampaui target. Namun,
capaian s.d. TW III 2025 masih 85,8% sehingga diperkirakan perlu
percepatan fasilitasi di akhir tahun 2025.

Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Jumlah investor
berskala nasional (PMDN/PMA). Capaian program ini sangat tinggi
karena sejumlah kegiatan promosi investasi berhasil menarik minat
investor melalui forum bisnis, expo, business matching, dan promosi
digital.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase izin terbit
sesuai standar pelayanan (SP). Kegiatan layanan OSS-RBA, konsultasi
perizinan, hingga pengawasan perizinan berbasis risiko menunjukkan
realisasi diatas 91%, yang menandakan kualitas pelayanan relatif baik.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : kenaikan nilai
realisasi PMDN justru melebihi target pada tahun 2024. Hal ini
menunjukkan fungsi pengawasan dan pembinaan berjalan baik, tetapi
dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja belum optimal.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase
pengembangan dan inovasi sistem informasi. Program ini mencapai
target penuh dan menunjukkan perbaikan kualitas layanan berbasis
digital.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian,
umum, perencanaan, hingga pemeliharaan aset. Secara umum indikator
outcome berada di angka 100%, menunjukkan bahwa dukungan
manajerial SKPD berjalan baik.

Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran
Perubahan DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta
realisasi Anggaran Perubahan DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2024 tersaji
pada tabel berikut.
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Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2024

ANGGARAN REALISASI PERSEN
KODE REKENING DL ] e L PERUBAHAN ANGGARAN TASE
SUB KEGIATAN A
(Rp) (Rp) %
Urusan Wajib Penanaman Modal

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 24.528.689.422 22.943.391.901 93,54

Satu Pintu

2.18.01 Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 12.668.232.286 12.132.644.549 95,77
Kabupaten /Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan

2.18.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat 64.172.900 62.732.756 97,76
Daerah

2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 30.345.200 30.106.420 | 99,21
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

2.18.01.2.01.0002 RKA-SKPD 1.830.100 1.786.500 97,62
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

2.18.01.2.01.0003 Perubahan RKA-SKPD 1.830.100 1.595.500 87,18

2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.234.900 2.107.300 | 94,29
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan

2.18.01.2.01.0005 DPA-SKPD 1.830.100 1.793.300 97,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan

2.18.01.2.01.0006 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.830.100 1.785.000 97,54
Kinerja SKPD

2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.272.400 23.558.736 | 97,06

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 7.200.870.000 7.041.518.567 | 97,79
Daerah

2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.904.913.000 6.751.043.067 | 97,77

2.18.01.2.02.0002 | Eenyediaan Administrasi 290.880.000 287.680.000 | 98,90
Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan

2.18.01.2.02.0005 Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.821.600 1.768.000 97,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan

2.18.01.2.02.0007 | Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1.425.300 936.000 65,67
Semesteran SKPD

2.18.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis 1.830.100 91.500 | 5,00
Prognosis Realisasi Anggaran

2.18.01.2.05 e GRS | G e T 190.886.320 184.386.000 | 96,59
Perangkat Daerah

2.18.01.2.05.0001 | Leéningkatan Sarana dan Prasarana 65.920.000 64.400.000 | 97,69
Disiplin Pegawai

2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- 124.966.320 119.986.000 | 96,01
Undangan

2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.673.096.695 2.377.324.557 | 88,94
Penyediaan Peralatan dan

2.18.01.2.06.0002 891.633.242 856.431.022 96,05
Perlengkapan Kantor

2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 118.438.427 78.745.197 | 66,49

2.18.01.2.06.0005 | benyediaan Barang Cetakan dan 45.487.472 35.269.000 | 77,54
Penggandaan

2.18.01.2.06.0006 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 48.610.400 19.816.400 | 40,77

2.18.01.2.06.0008 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 860.842.078 717.462.938 | 83,34

Konsultasi SKPD
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KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

ANGGARAN
PERUBAHAN

(Rp)

REALISASI
ANGGARAN

(Rp)

PERSEN
TASE
%

2.18.01.2.06.0009

2.18.01.2.08

2.18.01.2.08.0002

2.18.01.2.08.0004

2.18.01.2.09

2.18.01.2.09.0001

2.18.01.2.09.0002

2.18.01.2.09.0005

2.18.01.2.09.0006

2.18.02

2.18.02.2.01

2.18.02.2.01.0001

2.18.02.2.01.0003

2.18.02.2.02

2.18.02.2.02.0001

2.18.02.2.02.0004

2.18.03

2.18.03.2.01

2.18.03.2.01.0002

2.18.03.2.01.0003

2.18.04

2.18.04.2.01

2.18.04.2.01.0005

2.18.04.2.01.0006

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas/Kend. Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel
dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional/Lingkungan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Penetapan Pemberiaan
Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kab/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/ Intensif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Intensif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kab/Kota

Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah Kab/Kota

Penyediaan Peta Potensi & Peluang
Usaha Kab/Kota

Program Promosi Penanaman Modal

Penyelenggaraan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kab/Kota

Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan berusaha dan non
berusaha secara Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal yang
menjadi kewenangan Kab /Kota

Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

708.085.076

1.710.645.081

615.681.081

1.094.964.000

828.561.290

39.950.000

439.650.000

968.630

347.992.660

891.119.196

541.119.196

346.004.027

195.115.169

350.000.000

150.000.000

200.000.000

1.317.556.175

1.317.556.175

1.227.556.175

90.000.000

8.176.346.302

8.176.346.302

1.004.989.245

6.028.183.290

669.600.000

1.701.012.121

607.927.321

1.093.084.800

765.670.548

39.901.676

405.193.786

910.000

319.665.086

841.752.772

521.275.188

339.165.169

182.110.019

320.477.584

137.548.596

182.928.988

1.277.984.012

1.277.984.012

1.199.428.762

78.555.250

7.367.806.232

7.367.806.232

949.439.945

5.364.700.661

94,56

99,44
98,74

99,83

92,41

99,88

92,16

93,95
91,86

94,46

96,33

98,02

93,33

91,57
91,70
91,46
97,00
97,00

97,71

87,28

90,11

90,11

94,47

88,99
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PROGRAM / KEGIATAN / ANGGARAN REALISASI PERSEN

KODE REKENING SUB KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN TeSE
(Rp) (Rp) Yo

Penyediaan Layanan Konsultasi dan

2.18.04.2.01.0007 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 941.124.141 881.868.978 | 93,70
Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan

2.18.04.2.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan 202.049.626 171.796.648 | 85,03
Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan 656.818.000 516.256.593 | 78,60
Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

2.18.05.2.01 Modal yang menjadi Kewenangan 656.818.000 516.256.593 78,60

Kab/Kota

2.18.05.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 61.022.000 53.251.000 | 87,27
Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.18.05.2.01.0005 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 223.751.000 204.323.483 91,32
Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem

Zelle s 2 UL 000E informasi Penanaman Modal

372.045.000 258.682.110 69,53
Pengelolaan Data Informasi Perizinan
dan Non Perizinan yang Berbasis

2.18.06 Sistem Pelayanan Perizinan dan Non 818.617.463 806.947.743 98,57
Perizinan yang Terintegrasi Pada
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
2.18.06.2.01 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 818.617.463 806.947.743 98,57
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun

Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1

urusan, 6 program, 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada DPMPTSP Kota

Semarang sebesar Rp 24.528.689.422, dengan realisasi anggaran sebesar Rp

22.943.391.901 atau sebesar 93,54%, sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp 1.585.297.521 atau sebesar 6,46%. Sisa anggaran tersebut

antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih
antara pagu anggaran dan nilai kontrak;

- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan
kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dalam urusan
bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mengacu pada
indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini
salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan

28




Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / TARGET RENSTRA / IKU REALISASI PROYEKSI
INDIKATOR
SASARAN 2022 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025
Tujuan :
Meningkatnya | Persentase 10% 7% 7% 7% 7% 10,31% 10.03% 7%
Produktivitas | peningkatan
Ekonomi nilai
Lokal investasi (%)
Sasaran :
Meningkatnya | Nilai 24.086.799 | 25.684.059 | 27.362.089 | 29.277.425 | 31.326.856 | 27.205.700 | 28.261.147 | 29.277.425
nilai investasi | investasi
(dalam juta)
Terwujudnya Persentase 95% 95,50% 95,5% 95,5% 96% 95,69% 96,71% 95,5%
Pelayanan Izin Terbit
Prima Sesuai SP
Nilai AKIP 74 75 77 78 79 77,25 77,35 78

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai
berikut:

a. Tujuan Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal

Realisasi persentase peningkatan nilai investasi sampai dengan
2024 sebesar 10.03%, telah melampaui target tahunan sebesar 7%, dan
juga berada pada tren positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Capaian ini menunjukkan keberhasilan DPMPTSP dalam menjaga iklim
investasi yang kondusif di Kota Semarang, serta efektivitas strategi fasilitasi
dan promosi penanaman modal yang telah dilaksanakan sejak awal periode
Renstra.

b. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Realisasi nilai investasi sampai dengan Tahun 2024 mencapai
28.261.147, dari target tahunan sebesar 27.362.089 juta. Capaian tersebut
menunjukkan bahwa kinerja peningkatan investasi berada di atas target
(103,28%), yang mengindikasikan meningkatnya minat dan kepercayaan
investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang. Kenaikan
investasi terutama didorong oleh perkembangan sektor perdagangan, jasa,
perumahan, industri pengolahan, serta proyek-proyek penunjang ekonomi
lainnya.

c. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima - Persentase Izin Terbit
Sesuai Standar Pelayanan (SP)

Capaian persentase izin terbit sesuai SP pada Tahun 2024 adalah
96,71%, telah melebihi target tahunan sebesar 95,5%. Hal ini
mencerminkan tingkat kepatuhan prosedural dan efisiensi pelayanan
perizinan yang tetap terjaga dengan baik. DPMPTSP telah mampu
memberikan layanan yang responsif dan sesuai dengan standar yang
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ditetapkan, mendukung iklim usaha yang kondusif di wilayah Kota
Semarang.

d. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima — Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai AKIP DPMPTSP menunjukkan tren peningkatan yang positif,
dengan realisasi sebesar 77,35 pada tahun 2024, melampaui target tahun
2024 sebesar 77. Ini menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan dalam
aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja organisasi.
Kinerja ini mengindikasikan sistem manajemen kinerja yang semakin
tertata dan terukur.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan DPMPTSP
dalam pelaksanaan fungsinya di penanaman modal juga dapat dilihat dari
beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Daerah
Sampai Dengan Tahun 2024

REALISASI
TARGET RENSTRA PROYEKSI
NO./ASPEK INDIKATOR KINERJA

2022 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025
ASPEK PELAYANAN UMUM
Jumlah nilai |, 196 05 684.27.362.29.277.31.326. 27.205. 28.261.

Jumlah
dalamjata) | 799 059 089 425 856 700 147 20277425

1. Meningkatnya
Nilai Investasi

2. Meningkatnya Jumlah investor

jumlah investor berskala
berskala nasional 448 492 541 595 654 556 550 595
nasional (PMA/PMDN)
(PMA/PMDN) (investor)
3. Meningkatnya Persentase
persentase peningkatan 10% 7% 7% | 7% | 7% 10,31% 10.03% 7%

. . nilai investasi
investasi o
(o)

4. Meningkatnya
persentase izin
terbit sesuai SP
(Standar
Pelayanan)

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Persentase Izin

. . 95% [95,50%/95,50% 95,50% 96% 95,69%96,71%  95,50%
Terbit Sesuai SP

Berdasarkan data kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal
sampai dengan tahun 2024, secara umum DPMPTSP Kota Semarang
menunjukkan capaian kinerja yang positif dan melampaui target Renstra. Nilai
investasi yang terealisasi pada tahun 2024 mencapai Rp 28.261.147 juta, atau
103,28% dari target tahunan sebesar Rp 27.362.089 juta. Capaian ini
mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi
dan iklim usaha di Kota Semarang, sekaligus menunjukkan bahwa upaya
fasilitasi, promosi, dan pendampingan investasi berjalan efektif. Sejalan dengan
itu, jumlah investor PMDN dan PMA yang masuk pada tahun 2024 mencapai
550 investor, sedikit lebih tinggi dari target 541 investor. Meskipun angka ini
menurun dibandingkan tahun 2023, capaian tersebut tetap menunjukkan
bahwa Kota Semarang masih menjadi lokasi yang menarik bagi investor baru
maupun perluasan usaha.
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Pertumbuhan investasi tahun 2024 juga menunjukkan performa yang
sangat baik, dengan persentase peningkatan investasi mencapai 10,03%, jauh
di atas target yang ditetapkan sebesar 7%. Tingginya pertumbuhan ini didorong
oleh adanya beberapa proyek strategis yang mulai direalisasikan, serta
meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, jasa, perumahan, dan
industri. Di sisi pelayanan publik, kualitas pelayanan perizinan juga
menunjukkan kinerja yang memuaskan, tercermin dari persentase izin terbit
sesuai standar pelayanan yang mencapai 96,71%, melebihi target 95,50%.
Tingginya tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan ini menggambarkan
implementasi OSS-RBA yang semakin optimal dan proses pelayanan yang
semakin responsif serta tepat waktu.

Secara keseluruhan, capaian indikator tahun 2024 menunjukkan bahwa
DPMPTSP Kota Semarang berhasil menjaga iklim investasi yang kondusif dan
memberikan pelayanan perizinan yang berkualitas. Keberhasilan ini menjadi
modal penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan
memperkuat posisi Kota Semarang sebagai salah satu daerah tujuan investasi
yang kompetitif di Jawa Tengah dan tingkat nasional.

Selain dari aspek aspek Pelayanan Umum dan aspek Daya Saing, aspek
lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan
penyelenggaraan penanaman modal adalah Aspek Tata Kelola, sebagaimana
tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Aspek Tata Kelola
Sampai Dengan Tahun 2024

TARGET RENSTRA ng?vlg:‘?il PROYEKSI
NO./ASPEK INDIKATOR

2022 2023 2024 | 2025 2026 2023 2024 2025

ASPEK TATA KELOLA

Meningkatknya Nilai AKIP
Kualitas Kinerja
Pelayanan
Perangkat Daerah
Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

74 75 77 78 79 77,25 | 77,35 78

Pada aspek tata kelola, kinerja penyelenggaraan penanaman modal
diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Target Renstra tahun 2024 ditetapkan sebesar 77, dan realisasi capaian AKIP
DPMPTSP Kota Semarang pada tahun tersebut adalah 77,35. Capaian ini
menunjukkan bahwa kualitas tata kelola kinerja perangkat daerah berada
sedikit di atas target, sehingga mencerminkan penerapan manajemen kinerja
yang semakin baik, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan program,
pengukuran kinerja, serta pelaporan.

Peningkatan nilai AKIP tersebut juga mengindikasikan adanya perbaikan
pada aspek perencanaan berbasis kinerja, konsistensi antara dokumen
perencanaan dan penganggaran, serta ketepatan dalam melaksanakan
monitoring dan evaluasi program penanaman modal. Dengan capaian ini,
DPMPTSP telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat sistem tata kelola
yang transparan, efektif, dan akuntabel sebagai fondasi untuk mendukung
peningkatan pelayanan perizinan dan investasi.
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Proyeksi tahun 2025 menunjukkan nilai AKIP diperkirakan mencapai 78,
sehingga diharapkan upaya peningkatan kualitas tata kelola dapat terus
dipertahankan melalui optimalisasi implementasi sistem manajemen kinerja,
penyempurnaan proses bisnis, serta penguatan kapasitas SDM dalam
pengelolaan kinerja.

Selain Indikator Pelayanan DPMPTSP yang sudah disebutkan di atas,
DPMPTSP juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang
menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Semarang adalah bagian dari Urusan
Penanaman Modal.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Penanaman Modal sesuai
kewenangan DPMPTSP Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

REALISASI

NO IKK OUTCOME IKK OUTPUT
TAHUN | TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024

URUSAN PENANAMAN MODAL

Meningkatnya
Pertumbuhan
Investasi

Peningkatan Nilai

1 Realisasi Investasi

1) 40,21% | 3,09% 10,24% 10,31% 10,03%

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Indikator pertumbuhan investasi Kota Semarang selama periode 2020-
2024 menunjukkan tren positif meskipun sempat berfluktuasi. Tahun 2020
mencatat pertumbuhan sangat tinggi sebesar 40,21%, dipengaruhi oleh
realisasi beberapa proyek besar. Tahun 2021 terjadi penurunan signifikan
menjadi 3,09% akibat dampak pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.
Memasuki 2022-2024, pertumbuhan kembali stabil pada level sekitar 10%
berturut-turut, yakni 10,24% (2022), 10,31% (2023), dan 10,03% (2024).
Capaian tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi Kota Semarang tetap
kondusif, didukung oleh penguatan layanan perizinan, promosi investasi, dan
meningkatnya minat investor pada berbagai sektor strategis.

Masih terkait pelayanan DPMPTSP Kota Semarang, beberapa inovasi
yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang
perencanaan serta penelitian dan pengembangan sampai dengan tahun 2024
adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Interaksi dengan Pelaku usaha dengan tujuan untuk
menarik kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota
Semarang melalui :

a. Sharing Session dengan pelaku usaha dari Kota Semarang;
b. Temu Bisnis dengan pelaku usaha dari luar Kota Semarang;
c. Investment Exhibition dan Business Forum (Skala Internasional).
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2. Investment day dilaksanakan dalam periode masa pelaporan LKPM.

3. Fasilitasi dan Pendampingan Pelayanan Perizinan bagi Tenaga
Kesehatan dan Tenaga Medis melalui LION dan MPP Digital.

4. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pelayanan Perizinan sesuai
sektor antara lain kegiatan KULINERAN, HALALIN, PELUMAS,
MBANGUN PASAR, COPAS, PEDULI PKL, SARASEHAN ASYIK.

5. Penyelenggaraan pelayanan keliling guna memberikan kemudahan
dan mendekatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha dan
kelompok rentan/marginal di kelurahan, pasar tradisional, wilayah
pinggiran/nelayan dan rumah sakit.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPMPTSP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Semarang tidak lepas
dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari
permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi
DPMPTSP, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kota
Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tingkat
Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah dan Kualitas Kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Belum Optimalnya

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan
fungsi urusan penanaman modal diantaranya :
1. Belum optimalnya iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan
berkelanjutan

Hal ini antara lain disebabkan karena :

- Belum terwujudnya sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi penanaman
modal, termasuk pemberian insentif dan kemitraan strategis antara
regulasi di pusat dan daerah

- Belum optimalnya perencanaan investasi dan peta potensi yang
terintegrasi menyebabkan arah kebijakan dan penetapan prioritas
investasi daerah belum berjalan secara efektif dan terarah

Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini
adalah dengan memperbarui peta potensi investasi serta sektor prioritas,
memperkuat koordinasi lintas OPD dan pemerintah pusat untuk
sinkronisasi kebijakan.

2. Promosi investasi belum efektif dan kurang inovatif
Hal ini antara lain disebabkan karena Belum Optimalnya efektivitas promosi
penanaman modal guna menarik investasi yang berkualitas, ramah
lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini
adalah dengan melakukan promosi melalui orum bisnis, pameran, temu
bisnis, dan media digital; mengembangkan materi promosi yang lebih kreatif
dan berbasis potensi unggulan daerah; serta berkolaborasi dengan
kementerian, asosiasi usaha dan lembaga investasi.
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3. Kualitas verifikasi, penetapan, dan penerbitan izin belum optimal

Hal ini antara lain disebabkan karena :

- Belum Optimalnya Kualitas Verifikasi dan Validasi, Penetapan dan
Penerbitan Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara
Terpadu di DPMPTSP.

- Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Respons Cepat
Terhadap Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan.

Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini
adalah dengan memperkuat SOP dan Standar Pelayanan sesuai peraturan
yang berlaku; serta meningkatkan layanan pengaduan melalui kanal digital
dan koordinasi lintas OPD.

4. Pengawasan dan pengendalian kepatuhan investasi belum maksimal
Hal ini antara lain disebabkan karena Belum Optimalnya Fungsi
Pengawasan, Pendampingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman
modal.

Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini
adalah dengan melaksanakan kegiatan pendampingan LKPM dan fasilitasi
permasalahan perizinan di Kota Semarang.

5. Data dan sistem informasi belum terintegrasi dan akurat
Hal ini antara lain disebabkan karena : Belum Optimalnya pengelolaan dan
Pembaharuan Data, serta monitoring dan evaluasi Penanaman Modal dan
Perizinan Secara Terintegrasi

Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini
adalah dengan pengembangan website dan media sosial serta pengembangan
sistem informasi internal yang lebih akurat dan up to date.

6. Lokasi MPP di pinggiran kota mengurangi aksesibilitas sebagian masyarakat
dan pelaku usaha
Hal ini antara lain disebabkan karena : jarak Mal Pelayanan Publik cukup
jauh dari pusat kota sehingga menyulitkan sebagaian masyarakat dan
pelaku usaha untuk mengakses layanan.

Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini
adalah dengan memperkuat layanan digital dan konsultasi melalui media
online; layanan jemput bola dan pelayanan keliling, serta berkolaborasi
dengan kecamatan /kelurahan untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan
pelayanan perizinan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala
daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka
mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi

dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kota Semarang, khususnya di tahun
2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :
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a. Tantangan

1)
2)

3)

4)

Persaingan antar daerah dalam menarik investasi semakin kompetitif.
Ketidakpastian ekonomi global akibat perang, krisis keuangan, atau
faktor geopolitik lainnya dapat mempengaruhi minat dan keputusan
investasi

Risiko bencana alam seperti banjir dan rob yang kerap terjadi di Kota
Semarang dapat menghambat keberlangsungan investasi.
Ketidakpastian atau sering berubahnya kebijakan dan regulasi di bidang
penanaman modal dan perizinan dapat menurunkan kepercayaan
investor.

b. Peluang

1)

2)
3)
4)

5)

6)

Kebijakan pemerintah pusat seperi Omnimbus Law dan insentif fiskal
yang mendukung peningkatan kemudahan berusaha dapat
dimanfaatkan untuk menarik investasi.

Terbukanya peluang kemitraan strategis dengan investor domestik
maupun asing guna mendorong masuknya investasi.

Pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang investasi baru di sektor
teknologi informasi dan komunikasi.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi berpotensi mendorong inovasi dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman
modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti mendorong
reformasi layanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang baik
berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing daerah dan
pembangunan ekonomi lokal.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DPMPTSP Kota
Semarang sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

II.4

Penguatan iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan
melalui pengembangan potensi peluang investasi local;

Promosi investasi secara progresif dan efektif melalui pendekatan inovatif,
adaptif, dan berkelanjutan;

Kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-
perizinan yang responsif, cepat, tepat, dan transparan

Sistem pengendalian dan pengawasan investasi untuk kepatuhan
perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel

Pengelolaan data dan standarisasi sistem informasi penanaman modal
dan perizinan yang terintegrasi dan akurat

Isu aksesibilitas Mal Pelayanan Publik akibat lokasi di pinggiran kota

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP

Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang
Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait
RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.
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Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun

2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas
pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang

berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang

inklusif = dan  berkelanjutan yang mendukung
penyelesaian permasalahan kota;

Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung

peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas

penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif

terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut

secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya

sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,
dengan fokus pada:

a)

b)

Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai
Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon
(pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak;
Sub-system Sungai Tenggang — Sodor (rencana pembangunan fisik dari
APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar
elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan);
Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir
Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di
sepanjang Jalan Sriwijaya — Jalan Veteran;

Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan
Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari
Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW,
TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah
(kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga
(pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan
sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan
Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain
melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang;
Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi survey sambungan
Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP,
pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran
pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan
pengerjaan proyek konsultan pendukung),

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana,
dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi
AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi
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tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas
lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya
penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah
Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi
Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek;
Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah;
pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan
early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur
ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan
aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada
Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis
Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha
Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/
BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan
Keamanan Pangan; Penanganan Food Loss and Food Waste; Edukasi Dan
Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye
B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota
Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar
Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace
untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming
Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi
peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan
BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas
herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan
sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan
yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada
Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan
Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain
Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri
Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan
jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan
Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi
(Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol —
Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan
BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan
dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road
(Peningkatan Jalan Segmen Sabhara - Ngadirgo); Peningkatan jumlah
permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu;
pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:

a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas,
dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan
Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas
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Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas);
Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi
baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan
kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan
jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu
bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi
kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi
teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas,
Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta
gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa
gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan
kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi
tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter;
Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan
karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan
pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi
Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan
penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang
yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga
olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi
bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui
pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda;
Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial
Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari
dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan
Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar,
berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo,
dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar;
Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok
rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan
Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak,
disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang
perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan
Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan
rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras
OR, Creative Hub, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ Foodcourt, Pusat Oleh-
oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan
dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam event kreatif tahunan di pasar;
Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar
Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan
Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga
pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus
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Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan feasibility
Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT
KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar export/
Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan Digital
Marketing scale-up; dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih.
Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian
Kerjasama penyelenggaraan event dengan promotor profesional serta
business matching dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda
Penanaman Modal, Invesment Development Brief, pengembangan platform
peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan
pelaksanaan event hiking lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan
Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM
terkait hospitality dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem
Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif,
optimalisasi sarpras Creative hub, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan
Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai
Support System Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan
riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang
melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan
inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator
muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah
dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan
melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan
potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas
manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang
pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum
(kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas
Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan
implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE,
terutama dalam pemanfaatan big data analytic untuk menunjang tata kelola
pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan
pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta
Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan
dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang
berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi
lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan
inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui
penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi;
Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama
pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:
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1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 - 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 1 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25

4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas
dan fungsinya, DPMPTSP mendukung pencapaian mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah pada bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, yang
berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Laju Pertumbuhan
Ekonomi melalui penguatan iklim investasi, kemudahan perizinan, serta
fasilitasi penanaman modal.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses
membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil
analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu
sebagaimana tersaji pada tabel berikut.
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Kode
Rekening

2.18.02

2.18.02.2.
01

2.18.02.2.
01.0001

2.18.02.2.
01.0003

2.18.02.2.
02

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Tujuan :
Meningkatnya
Penanaman Modal

Sasaran :
Meningkatnya Realisasi
Investasi

Kota Semarang
Program
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Penetapan Pemberian
Fasilitas / Insentif
Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan
Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas /
Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal
Fasilitasi Kemitraan
yang dilakukan oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Tingkat Pertumbuhan
Nilai Investasi Daerah

Realisasi Penanaman
Modal (PMA/PMDN)

Meningkatnya Ekosistem
Penanaman Modal Yang
Berkelanjutan

Tersedianya Kegiatan
Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal

Ditetapkannya Kebijakan
Daerah

dalam Pemberian
Fasilitas /Insentif dan
Kemudahan Penanaman
Modal

Terlaksananya
Kemitraan antara

Usaha Besar
(PMA/PMDN)

dengan UMKM di daerah

Tersedianya Laporan
Kegiatan Pembuatan dan
Pembaharuan Data
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Target
Kinerja

0,75%

9.974.250.
000.000

2,5%

2
Kegiatan

1 Dokumen

Dokumen

2 Kegiatan

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
DPMPTSP Kota Semarang

Pagu Indikatif

19.644.829.946

5.688.705.603

945.046.164

276.693.317

108.930.555

167.762.762

668.352.847

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Tujuan :
Meningkatnya
Penanaman Modal

Sasaran :
Meningkatnya Realisasi
Investasi

Kota Semarang
Program Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

Penetapan Pemberian
Fasilitas / Insentif
Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan
Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas /
Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Fasilitasi Kemitraan yang
dilakukan oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pembuatan Peta Potensi
Investasi
Kabupaten/Kota

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja T.a rge.t
Kinerja
0,75%
Tingkat Pertumbuhan
Nilai Investasi Daerah
Realisasi Penanaman 9.974.250.
Modal (PMA/PMDN) 000.000
Meningkatnya 2,5%
Ekosistem Penanaman
Modal Yang
Berkelanjutan
Tersedianya Kegiatan 2 Kegiatan

Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman
Modal

Ditetapkannya 1 Dokumen
Kebijakan Daerah

dalam Pemberian

Fasilitas /Insentif dan

Kemudahan

Penanaman Modal

Terlaksananya 4
Kemitraan antara Dokumen
Usaha Besar
(PMA/PMDN)

dengan UMKM di
daerah

Tersedianya Laporan
Kegiatan Pembuatan
dan Pembaharuan
Data Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

2 Kegiatan

Pagu Indikatif

20.065.310.228,00

5.445.072.169,00

838.075.300,00

325.687.500,00

146.808.200,00

178.879.300,00

512.387.800,00

53

Catatan
Penting



Kode
Rekening

2.18.02.2.
02.0001

2.18.02.2.
02.0004

2.18.03

2.18.03.2.
01

2.18.03.2.
01.0002
2.18.04
2.18.04.2.

01

2.18.04

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penyusunan Rencana
Umum Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Penyusunan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Program Promosi
Penanaman Modal

Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pelayanan
Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/
Kota

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Tersusunnya Peraturan
Daerah

(Perda) Rencana Umum
Penanaman Modal
Daerah
Kabupaten/Kota

Tersusunnya Peta
Potensi

Investasi
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Eksposur
Potensi Daerah Kepada
Calon Investor

Tersedianya Dokumen
Kepeminatan Pelaku
Usaha untuk
Berinvestasi di Kota
Semarang
Terlaksananya Kegiatan
Promosi

Penanaman Modal
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
kemudahan pelayanan
penanaman modal yang
cepat, tepat dan
transparan Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Target
Kinerja

Dokumen

Dokumen

70%

Dokumen

Dokumen

100%

Pagu Indikatif

138.322.071

530.030.776

1.406.764.362

1.406.764.362

1.406.764.362

3.063.508.947

3.063.508.947

1.039.815.546

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penyusunan Rencana
Umum Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Penyusunan Peta Potensi
Investasi
Kabupaten/Kota

Program Promosi
Penanaman Modal

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pelayanan
Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Tersusunnya
Peraturan Daerah
(Perda) Rencana
Umum

Penanaman Modal
Daerah
Kabupaten/Kota
Tersusunnya Peta
Potensi

Investasi
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Eksposur Potensi
Daerah Kepada Calon
Investor
Tersedianya Dokumen
Kepeminatan Pelaku
Usaha untuk
Berinvestasi di Kota
Semarang
Terlaksananya
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
kemudahan pelayanan
penanaman modal
yang cepat, tepat dan
transparan Pada
Bidang Kesejahteraan
Rakyat

Target
Kinerja

1
Dokumen

Dokumen

70%

2
Dokumen

4
Dokumen

100%

Catatan
Penting

Pagu Indikatif

147.125.000,00

365.262.800,00

1.299.710.926,00

1.299.710.926,00

1.299.710.926,00

2.581.529.699,00

2.581.529.699,00

805.737.735,00

54



Kode
Rekening

2.18.04.2.
01

2.18.04.2.
01

2.18.04.2.
01

2.18.04.2.
01.0005

2.18.04

2.18.04.2.
01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/
Kota

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/
Kota

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/
Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Daerah

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
yang Terverifikasi dan
Tervalidasi

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
yang Ditetapkan

Tersedianya Data
Perizinan Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Diterbitkan

Terlaksananya
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Daerah Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
kemudahan pelayanan
penanaman modal yang
cepat, tepat dan
transparan Pada Bidang
Perekonomian
Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Perekonomian yang

Target
Kinerja

6.000
Pengajuan
Perizinan

6.000
Pengajuan
Perizinan

6.000
Perizinan

75
Dokumen

100%

2.600
Pengajuan
Perizinan

Pagu Indikatif

1.039.815.546

1.039.815.546

905.913.177

905.913.177

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
yang Terverifikasi dan
Tervalidasi

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
yang Ditetapkan

Tersedianya Data
Perizinan Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Diterbitkan

Terlaksananya
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penetapan

Pemberian
Fasilitas/Insentif
Daerah Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
kemudahan pelayanan
penanaman modal
yang cepat, tepat dan
transparan Pada
Bidang Perekonomian
Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Perekonomian yang

Target
Kinerja

6.000
Pengajuan
Perizinan

6.000
Pengajuan
Perizinan

6.000
Perizinan

75
Dokumen

100%

2.600
Pengajuan
Perizinan

Pagu Indikatif

805.737.735,00

805.737.735,00

733.183.540,00

733.183.540,00

55

Catatan
Penting



Kode
Rekening

2.18.04.2.
01

2.18.04.2.
01

2.18.04.2.
01.0006

2.18.04

2.18.04.2.
01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/
Kota

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/
Kota

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/
Kota

Penyediaan Pelayanan
Perizinan Berusaha
melalui Sistem
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Terintegrasi secara
Elektronik

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Terverifikasi dan
Tervalidasi

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Perekonomian yang
Ditetapkan

Tersedianya Data
Perizinan Pada Bidang
Perekonomian
Diterbitkan

Tersedianya Pelayanan
Perizinan

Berusaha melalui Sistem

Perizinan Berusaha
Berbasis

Risiko Terintegrasi
secara

Elektronik

Meningkatnya
kemudahan pelayanan
penanaman modal yang
cepat, tepat dan
transparan Pada
Perizinan Dasar dan
Bidang Pembangunan
Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Perizinan Dasar
dan Bidang
Pembangunan yang
Terverifikasi dan
Tervalidasi

Target

Kinerja Pagu Indikatif

2.600
Pengajuan
Perizinan

2.600
Perizinan

2600
Pelaku
Usaha

905.913.177

100% 824.336.857

1.100
Pengajuan
Perizinan

824.336.857

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Penyediaan Pelayanan
Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara
Elektronik

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Terverifikasi dan
Tervalidasi

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Perekonomian yang
Ditetapkan

Tersedianya Data
Perizinan Pada Bidang
Perekonomian
Diterbitkan

Tersedianya Pelayanan
Perizinan

Berusaha melalui
Sistem

Perizinan Berusaha
Berbasis

Risiko Terintegrasi
secara

Elektronik
Meningkatnya
kemudahan pelayanan
penanaman modal
yang cepat, tepat dan
transparan Pada
Perizinan Dasar dan
Bidang Pembangunan
Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Perizinan Dasar
dan Bidang
Pembangunan yang
Terverifikasi dan
Tervalidasi

Target
Kinerja

2.600
Pengajuan
Perizinan

2.600
Perizinan

2600
Pelaku
Usaha

100%

1.100
Pengajuan
Perizinan

Pagu Indikatif

733.183.540,00

613.799.600,00

613.799.600,00

56

Catatan
Penting



Kode
Rekening

2.18.04.2.
01

2.18.04.2.
01

2.18.04.2.
01.0007

2.18.04

2.18.04.2.
01

Rancangan RKPD Tahun 2026

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Lokasi

Daerah Kabupaten/
Kota

Kota
Semarang

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/
Kota

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/
Kota

Penyediaan dan
pengelolaan Layanan
konsultasi perizinan
berusaha berbasis
risiko

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Kota
Semarang

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Tersedianya Data

engajuan Perizinan Pada

Perizinan Dasar dan
Bidang Pembangunan
yang Ditetapkan

Tersedianya Data

Perizinan Pada Perizinan

Dasar dan Bidang
Pembangunan
Diterbitkan

Tersedianya dan
terkelolanya

Layanan Konsultasi
terhadap

Perizinan Berusaha
melalui

Sistem Perizinan
Berusaha

Berbasis Risiko
Terintegrasi

secara Elektronik
Meningkatnya
kemudahan pelayanan
pengaduan penanaman
modal dan perizinan

Tersedianya Laporan
Pengaduan Penanaman
Modal dan Perizinan
yang ditindaklanjuti

Kinerja

Target o o Indikatif

1.100

Pengajuan
Perizinan

1.100

Perizinan

1.100
Pelaku
Usaha

824.336.857

95% 293.443.367

12 293.443.367
Laporan

Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan / Program /

Kegiatan / Sub Lokasi
Kegiatan

Pelayanan Perizinan dan Kota
Non Perizinan Secara Semarang
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Pelayanan Perizinan dan Kota
Non Perizinan Secara Semarang
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan dan Kota
pengelolaan Layanan Semarang
konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko
Program Pelayanan Kota
Penanaman Modal Semarang
Pelayanan Perizinan dan Kota
Non Perizinan Secara Semarang

Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja

Tersedianya Data
engajuan Perizinan
Pada Perizinan Dasar
dan Bidang
Pembangunan yang
Ditetapkan

Tersedianya Data
Perizinan Pada
Perizinan Dasar dan
Bidang Pembangunan
Diterbitkan

Tersedianya dan
terkelolanya

Layanan Konsultasi
terhadap

Perizinan Berusaha
melalui

Sistem Perizinan
Berusaha

Berbasis Risiko
Terintegrasi

secara Elektronik
Meningkatnya
kemudahan pelayanan
pengaduan
penanaman modal dan
perizinan

Tersedianya Laporan
Pengaduan
Penanaman Modal dan
Perizinan yang
ditindaklanjuti

Target
Kinerja

1.100
Pengajuan
Perizinan

1.100
Perizinan

1.100
Pelaku
Usaha

95%

12
Laporan

Pagu Indikatif

613.799.600,00

428.808.824,00

428.808.824,00

57

Catatan
Penting



Kode
Rekening

2.18.04.2.
01.0008

2.18.05

2.18.05.2.
01

2.18.05.2.
01.0005

2.18.05.2.
01.0006

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Daerah Kabupaten/
Kota

Pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan
di bidang perizinan
berusaha berbasis
risiko

Program Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis
kepada Pelaku Usaha

Pengawasan
Penanaman Modal

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Terlaksananya
pemantauan,

analisis, evaluasi, dan
pelaporan

di bidang perizinan
berusaha

berbasis risiko Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan

Usaha dari Pelaku Usaha

Meningkatnya kepatuhan
perizinan dan
penanaman modal yang
tertib dan akuntabel

Tersedianya Kegiatan
Pengawasan dan
Pengendalian Pelaksaaan
Penanaman Modal

Terlaksananya
Bimbingan

Teknis/ Sosialisasi
Implementasi
Perizinan Perizinan
Berusaha

Berbasis Risikodan
Pengawasan

Perizinan Berusaha
Berbasis

Risiko

Terlaksananya Analisa
dan

Verifikasi Data, Profil dan
Informasi Kegiatan
Usaha dari

Target
Kinerja

48
Kegiatan
Usaha

100%

4 Kegiatan

150 Pelaku
Usaha

150
Kegiatan
Usaha

Pagu Indikatif

293.443.367

138.593.380

138.593.380

30.789.007

107.804.373

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan
di bidang perizinan
berusaha berbasis risiko

Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis
kepada Pelaku Usaha

Pengawasan Penanaman
Modal

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Terlaksananya
pemantauan,
analisis, evaluasi, dan
pelaporan

di bidang perizinan
berusaha

berbasis risiko Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan

Usaha dari Pelaku
Usaha

Meningkatnya
kepatuhan perizinan
dan penanaman modal
yang tertib dan
akuntabel
Tersedianya Kegiatan
Pengawasan dan
Pengendalian
Pelaksaaan
Penanaman Modal

Terlaksananya
Bimbingan

Teknis/ Sosialisasi
Implementasi
Perizinan Perizinan
Berusaha

Berbasis Risikodan
Pengawasan
Perizinan Berusaha
Berbasis

Risiko
Terlaksananya Analisa
dan

Verifikasi Data, Profil
dan

Target
Kinerja

48
Kegiatan
Usaha

100%

4 Kegiatan

150 Pelaku
Usaha

150
Kegiatan
Usaha

Catatan
Penting

Pagu Indikatif

428.808.824,00

458.075.300,00

458.075.300,00

180.000.000,00

278.075.300,00

58



Kode

Rekening Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

2.18.06 Program Pengelolaan
Data dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal
2.18.06.2. Pengelolaan Data dan
01 Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang
Terintegrasi pada
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.06.2. Pengelolaan Data dan
01 Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang
Terintegrasi pada
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.18.06.2.
01.0002

Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas
Kinerja Dinas
Penanaman Modal dan

Rancangan RKPD Tahun 2026

Target

el Kinerja

Indikator Kinerja

Pelaku Inspeksi
Lapangan

terhadap Kegiatan serta
Evaluasi Penilaian
Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan
Berusaha

Para Pelaku Usaha

Meningkatnya sistem 100%
informasi penanaman

modal yang terpadu dan

terintegrasi

Tersedianya Laporan 12
Kegiatan Pengelolaan dan Laporan
Pembaharuan Data dan

Informasi Perizinan dan

Non Perizinan

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Tersedianya Laporan 12
Kegiatan Pengelolaan dan Laporan
Pembaharuan Data dan

Informasi Perizinan dan

Non Perizinan yang di

monitoring dan

dievaluasi

Kota
Semarang

Tersedianya Data dan 12
Informasi Dokumen
Perizinan Berbasis
Sistem

Pelayanan Perizinan
Berusaha

Terintegrasi secara
Elektronik

yang Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Dinas
Penanaman Modal dan

78,2

Pagu Indikatif

134.792.750

134.792.750

134.792.750

9.554.938.455

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Program Pengelolaan
Data dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Meningkatnya Kualitas
Kinerja Dinas
Penanaman Modal dan

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Informasi Kegiatan
Usaha dari

Pelaku Inspeksi
Lapangan

terhadap Kegiatan
serta

Evaluasi Penilaian
Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan
Berusaha

Para Pelaku Usaha
Meningkatnya sistem
informasi penanaman
modal yang terpadu
dan terintegrasi
Tersedianya Laporan
Kegiatan Pengelolaan
dan Pembaharuan
Data dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan
Tersedianya Laporan
Kegiatan Pengelolaan
dan Pembaharuan
Data dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan yang di
monitoring dan
dievaluasi
Tersedianya Data dan
Informasi

Perizinan Berbasis
Sistem

Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

yang Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Dinas Penanaman

Target
Kinerja

100%

12
Laporan

12
Laporan

12
Dokumen

78,2

Pagu Indikatif

267.680.944,00

267.680.944,00

267.680.944,00

10.001.220.800,00

59

Catatan
Penting



Kode

Rekening Urusan / Program /

2.18.01

2.18.01

2.18.01.2.
01

2.18.01.2.
01.0001

Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kinerja
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Indeks Kepuasan
Masyarakat Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Terwujudnya pelayanan
internal yang berkualitas
alam mendukung
kinerja Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Semarang

Tersedianya acuan
pelaksanaan program,
kegiatan dan sub
kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota
Semarangbeserta
pelaporan kinerja yang
sesuai peraturan
perundangan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Target
Kinerja

90

78,2

100%

100%

4
Dokumen

Pagu Indikatif

4.401.185.888

13.956.124.343

9.554.938.455

9.554.938.456

24.537.428

1.351.276

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kinerja
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Indeks Kepuasan
Masyarakat Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Terwujudnya
pelayanan internal
yang berkualitas dalam
mendukung kinerja
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang
Tersedianya acuan
pelaksanaan program,
kegiatan dan sub
kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Semarangbeserta
pelaporan kinerja yang
sesuai peraturan
perundangan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Target
Kinerja

90

78,2

100%

100%

4
Dokumen

Pagu Indikatif

4.619.017.259,00

14.620.238.059,00

10.001.220.800,00

10.001.220.800,00

8.014.000,00

1.252.800,00

60

Catatan
Penting



Kode
Rekening

2.18.01.2.
01.0002

2.18.01.2.
01.0003

2.18.01.2.
01.0004

2.18.01.2.
01.0005

2.18.01.2.
01.0006

2.18.01.2.
01.0007

2.18.01.2.
01.0008

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral
Daerah

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Tersedianya Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

Tersedianya Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral Daerah

Target
Kinerja

Dokumen

1

Dokumen

Dokumen

Dokumen

1 Laporan

4 Laporan

Dokumen

Pagu Indikatif

2.499.137

5.173.361

3.007.422

6.477.726

1.805.518

3.218.471

1.004.517

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral Daerah

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Tersedianya Dokumen
RKA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Terlaksananya
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral
Daerah

Target
Kinerja

1
Dokumen

1
Dokumen

1
Dokumen

Dokumen

1 Laporan

4 Laporan

1
Dokumen

Pagu Indikatif

626.400,00

626.400,00

626.400,00

626.400,00

417.600,00

2.088.000,00

1.750.000,00

61

Catatan
Penting



Kode
Rekening

2.18.01.2.
02

2.18.01.2.
02.0001

2.18.01.2.
02.0002

2.18.01.2.
02.0005

2.18.01.2.
02.0007

2.18.01.2.
02.0008

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Meningkatnya Kinerja
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Terwujudnya tertib
administrasi dan
pelaporan keuangan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Semarang

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersedianya Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Tersedianya Laporan
Keuangan Bulanan /
Triwulanan / Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan / Triwulanan /
Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen
Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran

Indeks Kepuasan
Masyarakat Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Target
Kinerja

100%

62
Orang/bul
an

26
Dokumen

1 Laporan

18
Laporan

Dokumen

90

Pagu Indikatif

9.530.401.027

9.224.621.477

300.813.623,97

1.806.522

1.353.887

1.805.518

4.401.185.888

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Meningkatnya Kinerja
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Terwujudnya tertib
administrasi dan
pelaporan keuangan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang
Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersedianya
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Tersedianya Laporan
Keuangan Bulanan /
Triwulanan /
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan /
Triwulanan /
Semesteran SKPD
Tersedianya Dokumen
Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran

Indeks Kepuasan
Masyarakat Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Target
Kinerja

100%

62
Orang/bul
an
26
Dokumen

1 Laporan

18
Laporan

1
Dokumen

90

Catatan
Penting

Pagu Indikatif

9.993.206.800,00

9.709.054.000,00

282.900.000,00

417.600,00

417.600,00

417.600,00

4.619.017.259,00

62



Kode
Rekening

2.18.01

2.18.01.2.
05

2.18.01.2.
05.0001

2.18.01.2.
05.0003

2.18.01.2.
05.0010

2.18.01.2.
05.0011

2.18.01.2.
06

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Peningkatan Sarana
dan Prasarana Disiplin
Pegawai

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Terwujudnya layanan
kepegawaian yang
berkualitas dalam rangka
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Semarang yang sesuai
peraturan perundangan

Tersedianya Unit
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin
Pegawai

Terlaksananya
Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Terpenuhinya pelayanan
administrasi umum dan
penyediaan sarpras
kantor untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota

Target
Kinerja

100%

100 Unit

Dokumen

100 Orang

100 Orang

100%

Pagu Indikatif

200.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

830.000.000

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegaw

Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Terwujudnya layanan
kepegawaian yang
berkualitas dalam
rangka peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Semarang yang sesuai
peraturan
perundangan
Tersedianya Unit
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Disiplin
Pegawai
Terlaksananya
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan
Terpenuhinya
pelayanan administrasi
umum dan penyediaan
sarpras kantor untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Target
Kinerja

100%

100 Unit

1
Dokumen

100 Orang

100 Orang

100%

Catatan
Penting

Pagu Indikatif

4.619.017.259,00

324.535.040,00

38.871.000,00

4.100.000,00

198.692.440,00

82.871.600,00

487.642.014,20

63



Kode

Rekening Urusan / Program /

2.18.01.2.
06.0002

2.18.01.2.
06.0004

2.18.01.2.
06.0005

2.18.01.2.
06.0006

2.18.01.2.
06.0008

2.18.01.2.
06.0009

2.18.01.2.
06.0011

2.18.01.2.
07

Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Semarang yang sesuai
peraturan perundangan

Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Bahan
Logistik Kantor

Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Terlaksananya Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Terlaksananya
Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Terpenuhinya kebutuhan
Barang Milik Daerah
untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Semarang

Target  p_ou Indikatif
Kinerja
2 Paket 100.000.000
2 Paket 100.000.000
2 Paket 50.000.000
5 30.000.000
Dokumen
12 50.000.000
Laporan
12 300.000.000
Laporan
1 200.000.000
Dokumen
100% 300.000.000

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Kota Semarang yang
sesuai peraturan
perundangan

Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Bahan
Logistik Kantor

Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Terlaksananya
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Terlaksananya
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
Terpenuhinya
kebutuhan Barang
Milik Daerah untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Target
Kinerja

2 Paket

2 Paket

2 Paket

5
Dokumen

12
Laporan

12
Laporan

1
Dokumen

100%

Catatan
Penting

Pagu Indikatif

92.634.732,00

111.375.060,00

21.615.800,00

8.644.150,00

10.500.000,00

221.380.985,00

21.491.287,20

701.323.707,60
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Kode
Rekening

2.18.01.2.
07.0006

2.18.01.2.
08

2.18.01.2.
08.0002

2.18.01.2.
08.0004

2.18.01.2.
09

2.18.01.2.
09.0001

2.18.01.2.
09.0002

Rancangan RKPD Tahun 2026

Urusan / Program /

Kegiatan / Sub Lokasi

Kegiatan

Pengadaan Peralatan Kota

dan Mesin Lainnya Semarang

Penyediaan Jasa Kota

Penunjang Urusan Semarang

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Kota

Komunikasi, Sumber Semarang

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Kota

Pelayanan Umum Semarang

Kantor

Pemeliharaan Barang Kota

Milik Daerah Semarang

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Kota

Pemeliharaan, Biaya Semarang

Pemeliharaan, dan

Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas

Jabatan

Penyediaan Jasa Kota

Pemeliharaan, Biaya Semarang

Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas

Target

Indikator Kinerja o
Kinerja

Tersedianya Peralatan 2 Unit

dan Mesin Lainnya

Terpenuhinya kebutuhan 100%
jasa penunjang untuk

mendukung penyelesaian

tindak lanjut aduan

masyarakat kepada

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota

Semarang

Tersedianya Jasa 12
Komunikasi, Sumber Laporan
Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa 12
Pelayanan Umum Kantor Laporan

Terpeliharanya Barang 100%
Milik Daerah untuk
menunjang pelaksanaan
kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Semarang
Tersedianya Jasa 1 Unit
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa 33 Unit
Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan

Pagu Indikatif

300.000.000

2.237.708.084

743.027.099

1.494.680.985

833.477.802

39.910.050

350.000.000

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Tersedianya Peralatan
dan Mesin Lainnya

Terpenuhinya
kebutuhan jasa
penunjang untuk
mendukung
penyelesaian tindak
lanjut aduan
masyarakat kepada
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Terpeliharanya Barang
Milik Daerah untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas

Target
Kinerja

2 Unit

100%

12
Laporan

12
Laporan

100%

1 Unit

33 Unit

Catatan
Penting

Pagu Indikatif

701.323.707,60

2.283.732.756,00

680.013.000,00

1.603.719.756,00

821.783.741,20

43.956.000,00

503.335.050,00
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Kode
Rekening

2.18.01.2.
09.0005

2.18.01.2.
09.0006

2.18.01.2.
09.0009

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Rancangan RKPD Tahun 2026

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Dinas Operasional atau
Lapangan

Terlaksananya
Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan
an Mesin Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Target

Kinerja

10 Unit

15 Unit

1 Unit

Pagu Indikatif

6.862.731

200.000.000

236.705.023

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Indikator Kinerja

Operasional atau
Lapangan

Terlaksananya
Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Terlaksananya
Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

Target

Kinerja

10 Unit

15 Unit

1 Unit

Catatan
Penting

Pagu Indikatif

2.421.576,00

207.062.127,00

65.008.988,20
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II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah
dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara
berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang
Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil
pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi
masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi
diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana DPMPTSP memiliki
tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan
tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk DPMPTSP Kota Semarang, untuk perencanaan tahun
2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada DPMPTSP
Kota Semarang sebagai berikut.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2026 pada DPMPTSP Kota Semarang

CATATA
INDIKATOR BESARAN N/
Re L] L0 Lig KINERJA / VOLUME TANGGA
PAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NF- Sosialisasi NIB, PIRT dan Karangturi Terlaksananya Sosialisasi 1 kegiatan -
45556 Sertifikasi Halal Bagi NIB, PIRT dan Sertifikasi
UMKM Halal Bagi UMKM
NF- Sosialisasi Pembuatan Jangli Terlaksananya Pembuatan 1 kegiatan
46031 NIB, PIRTdan Sertifikasi NIB, PIRTdan Sertifikasi
Halal UMKM Halal UMKM
NF- Sosialisasi Perizinan Bulusan Terlaksananya Sosialisasi 1 kegiatan
46200 Bangunan Perizinan Bangunan

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota
Semarang sesuai kewenangan DPMPTSP Kota Semarang, yaitu antara lain:
1) Sosialisasi Perizinan di Kecamatan Gunungpati

2) Sosialisasi Perizinan di Kecamatan Banyumanik
3) Sosialisasi Perizinan di Kecamatan Gajahmungkur
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah
dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja
berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong
terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas.
Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi
makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan
tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP
Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta
Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan
penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju
Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam
pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata
kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan
inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang
tercantum pada Gambar 3.1.

Visi RPJPN 2025-2045 "NKR! yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan™

Visi RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"
Tomna RKP 2026 "Kedaulstan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif™

e N 7 N
Pangan dan Energl Ekonomi yang
Swasembada Pangan, ! Pendidikan dan Kesehatan | © AdopsiTeknologi | |  Percepatan Pertumbuhan
Energi, dan Air : L+ Enosisten Makan Berglei Grats | | dan Inovasi T Ekonomi
i ; ; 1 ¢ Porcopatan renovasi sekciah | te Transformasidigital | |+ Percepetan hiliisasi SDA cleh
 gmemimaze | {|[1: SRRRSGROST | | e | | v |
. i+ Sekolah ungouan L e T ' :
*  Peningkatan bauran ethanol !+ DigHalisasl pendidikan® | secsessccmessencesccnss 1.2, Optimalisas| polensi Danantars |
dan tvodiesel ‘ i+ Cak kesehatan i | Pertahanan Semesta |
+  Energi terbarukan : i * Porcepstan rumeh salRcdaarsh | 1. Nomponencadangan ! .o eeecaeccaannaeny
«  Pengembangan SPAM ' ¢+ Pemenuhanabissta | Percopatan Pengentasan
terintegrasi hulu ke hilir 3 e i b i o e o i+ Penguatan (I Kemiskinan®
i+ Pengelolaan sampah® | Deregulasi dan Kepastian @ | ___ e brohe i 'v Data tunggal kemiskinan
""""""""""""""""" : Hukum | meeessecesieceseeccoee. )+ Dightalisasi bantuan
i+ Raeformasi birokrasi | Fiskal Adaptif, | . 3jutarumah
| *  Kamudaban berbisnis V- Stabilitas 11+ Koperasi Desa/Kelurahan
1+ Ketertarikan Investas| i ¢ Makroekonomi | |  Morah Putih*
| PN2
\ J N 7

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja
pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi
publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta
kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP
Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang
Produktif dan Inklusif”’. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam
mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target
sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai
berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM);
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2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim
industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial
dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber
daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,
dan penyelundupan; serta

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan
pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada “Meneguhkan
Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Kebijakan
pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan
fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;

2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan
Berkelanjutan;

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN LPE IPM Kemiskinan TPT

Kota Semarang 5,90 - 6,30% 86,25 3,86 - 3,74% 5,40 - 5,10%
Prov. Jateng 5,00 - 6,00% 0,61 (IMM) 8,70 - 8,53% 4,71 - 4,27%
Pusat 5,80 - 6,30% 0,57 (IMM) 6,5 - 7,5% 4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026
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Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang
berada di atas target nasional dan Provinsi Jawa Tengah, kecuali indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih perlu mendapatkan
perhatian dan peningkatan dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG

Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan
awal dari Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk
menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan,
maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DPMPTSP
Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2026 yaitu “Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Semarang”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian
tujuan tersebut yaitu “tingkat pertumbuhan nilai investasi daerah”. Dalam
pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran -
sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :
1) meningkatkan realisasi investasi
indikator : Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)
2) meningkatkan kinerja DPMPTSP
indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan
sasaran Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target
yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota
Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
Meningkatnya Penanaman Modal Tingkat Pertumbuhan Nilai % 0,75
Investasi Daerah
Meningkatnya Realisasi Realisasi Penanaman Modal
Investasi Kota Semarang (PMA/PMDN) Rupiah 9.974.250.000.000
Meningkatnya kinerja Dinas Nilai Akuntabilitas Kinerja
Penanaman Modan dan Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Penanaman Modal dan Pelayanan| Angka 78,2

Terpadu Satu Pintu

Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Penanaman Modal dan

Angk 90
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ngxa

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025
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IV.

BAB 1V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KOTA SEMARANG
I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota

Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka
dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang
akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan
dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa
pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1.

Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun
2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
Mempedomani Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029;
Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum DPMPTSP bertugas
mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali
Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, DPMPTSP
memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu “Mewujudkan
perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan
membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber
daya lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan
pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif ke
level global.”;

Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan
pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur
dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;

Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu —isu
strategis DPMPTSP Kota Semarang;

Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi
dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada

Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1.

2.

Jumlah program yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Semarang pada
tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 5
program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP;

Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Semarang pada
tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan
penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
DPMPTSP;
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3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Semarang
pada tahun 2026 adalah sebanyak 44 sub kegiatan, yang terdiri dari 32
sub kegiatan penunjang, dan 12 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas
dan fungsi DPMPTSP;

4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2026 adalah sebesar Rp.20,065,310,228,- yang bersumber dari
dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja

DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber
pendanaan tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
DPMPTSP Kota Semarang

Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Tahun 2027
Urusan / Program / Indikator Kinerja Catatan
Kode Rekening Kegiatan / Sub Program / Kegiatan / Target 5 Target
Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Capagian Kebutuhan'Darfa Sumber | FPenting Capagian Kebutuhan.DarEa
Kinerja / Pagu Indikatif Dana Kinerja / Pagu Indikatif
Tujuan : - 0,75%  20.065.310.228,00 Kepala 1,50% 21.828.422.875
Meningkatnya 1_ng.kat Pertumbuhan Dinas
Nilai Investasi Daerah
Penanaman Modal
Sasaran : 9.974.25  5.445.072.169,00 Kepala | 10.123.863.00 6.290.545.767
Meningkatnya Realisasi Penanaman 0.000.00 Dinas 0.000
Realisasi Investasi Modal (PMA/PMDN) 0
Kota Semarang
2.18.02 Program
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Meningkatnya Persentase Peningkatan s 2,5% 838.075.300,00 APBD BT 3% 1.045.027.913
Ekosistem Investor Berskala SIS Heitens
Penanaman Modal Nasional (PMDN/PMA) p dan .
Yang Berkelanjutan Pe?;rrlloasl;
an Modal
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian
Fasilitas / Insentif
Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota
Tersedianya Kegiatan = Jumlah kegiatan g 2 325.687.500,00 APBD Subkoord 2 Kegiatan 357.664.574
Fasilitas /Insentif Fasilitas /Insentif DS Kegiatan inator
Dibidang Penanaman @ Dibidang Penanaman Potensi
Modal Modal yang Menjadi Penanam
Kewenangan Daerah an Modal
Kabupaten/Kota Pada
Bidang
Potensi
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Kode Rekening

2.18.02.2.01.0001

2.18.02.2.01.0003

2.18.02.2.02

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penetapan Kebijakan
Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas /
Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal

Ditetapkannya
Kebijakan Daerah
dalam Pemberian

Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal

Fasilitasi Kemitraan
yang dilakukan oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Terlaksananya
Kemitraan antara

Usaha Besar
(PMA/PMDN) dengan
UMKM di daerah

Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Tersedianya Laporan
Kegiatan Pembuatan
dan Pembaharuan

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi dalam
Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal

Jumlah Kesepakatan
Kemitraan antara
Usaha Besar
(PMA/PMDN) dengan
UMKM di daerah

Jumlah Kegiatan
Pembuatan dan
Pembaharuan Data

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

1
Dokumen

4
Dokumen

2
Kegiatan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

146.808.200,00

178.879.300,00

512.387.800,00

Catatan
Sumber Penting

Dana

dan
Promosi
Penanam
an
Modal/
Ketua
Tim Kerja

APBD |Subkoordin
ator /Ketua

Tim
Kerja/Staf

APBD |Subkoordin
ator /Ketua

Tim
Kerja/Staf

APBD Sub
Koordinat
or
Potensi

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

1 Dokumen

5 Dokumen

2 Kegiatan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

178.093.352

179.571.222

687.363.339

74



Kode Rekening

2.18.02.2.02.0001

2.18.02.2.02.0004

2.18.03

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Data Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana
Umum Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Tersusunnya
Peraturan Daerah
(Perda) Rencana
Umum

Penanaman Modal
Daerah
Kabupaten/Kota

Penyusunan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Tersusunnya Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Program Promosi
Penanaman Modal

Meningkatny
Eksposur Potensi

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan
Daerah (Perda) Rencana
Umum Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Persentase
Kepeminatan Pelaku

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

1
Dokumen

3
Dokumen

70%

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

147.125.000,00

365.262.800,00

1.299.710.926,00

Sumber
Dana

APBD

APBD

APBD

Catatan
Penting

Penanam
an Modal
Pada
Bidang
Potensi
dan
Promosi
Penanam
an Modal
/ Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Bidang
Potensi

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l arfizi; Kebutuhan Dana
wpaia / Pagu Indikatif
Kinerja

2 Dokumen 148.735.170

3 Dokumen 538.628.169

75% 1.555.593.877
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Kode Rekening

2.18.03.2.01

2.18.03.2.01.0002

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Daerah Kepada Calon
Investor

Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota

Tersedianya
Dokumen
Kepeminatan Pelaku
Usaha untuk
Berinvestasi di Kota
Semarang

Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Terlaksananya
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal

Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Usaha Untuk
Berinvestasi di Kota
Semarang Terhadap
Target yang Ditetapkan

Jumlah Kepeminatan
Pelaku Usaha untuk
Berinvestasi di Kota
Semarang

Jumlah Dokumen Hasil
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota

Rencana Tahun 2026

Target
Lokasi Capaian
Kinerja
Kota 2
SIS Dokumen
Kota 4
Semarang Dokumen

Kebutuhan Dana Sumber
/ Pagu Indikatif Dana
1.299.710.926,00 APBD
1.299.710.926,00 APBD

Catatan
Penting

dan
Promosi
Penanam
an Modal

Subkoord
inator
Promosi
dan
Kerjasam
a
Penanam
an Modal
Pada
Bidang
Potensi
dan
Promosi
Penanam
an Modal
/ Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l arfi‘:; Kebutuhan Dana
wpaia / Pagu Indikatif
Kinerja

2 Dokumen 1.555.593.877

12 Dokumen 1.555.593.877
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Kode Rekening

2.18.04

2.18.04.2.01

2.18.04

2.18.04.2.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Meningkatnya
kemudahan
pelayanan
penanaman modal
yang cepat, tepat dan
transparan Pada
Bidang Kesejahteraan
Rakyat

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan /

Sub Kegiatan

Persentase Pelaku
Usaha Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
yang Memperoleh Izin
Sesuai Ketentuan

Jumlah Pengajuan

Perizinan Pada Bidang

Kesejahteraan Rakyat
yang Terverifikasi dan
Tervalidasi

Rencana Tahun 2026

Lokasi C’I;arfi:tn Kebutuhan Dana
Ko / Pagu Indikatif
inerja
2.581.529.699,00
2.581.529.699,00
Kota 100% 805.737.735,00
Semarang
Kota 6.000 805.737.735,00
eI Pengajua
n
Perizinan

Sumber
Dana

APBD

APBD

APBD

APBD

Catatan
Penting

Kepala
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
I

Subkoord
inator
Verifikasi
dan
Validasi

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

100%

7.000
Pengajuan
Perizinan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

3.387.614.791

3.387.614.791

1.148.717.818

1.148.717.818
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Kode Rekening

2.18.04.2.01

2.18.04.2.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

yang Terverifikasi dan
Tervalidasi

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
yang Ditetapkan

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Pengajuan
Perizinan Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
yang Ditetapkan

Lokasi

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

Sumber
Dana

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

6.000
Pengajua
n
Perizinan

APBD

Catatan
Penting

Layanan
Perizinan
I Pada
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
I/ Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
Penetapa
n
Layanan
Perizinan
I Pada
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
I/ Ketua
Tim Kerja

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

7.000
Pengajuan
Perizinan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
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Kode Rekening

2.18.04.2.01.0005

2.18.04

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Tersedianya Data
Perizinan Pada
Bidang Kesejahteraan
Rakyat Diterbitkan

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif
Daerah

Terlaksananya
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penetapan
Pemberian

Fasilitas /Insentif
Daerah Kewenangan
Daerah

Kabupaten/Kota

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Meningkatnya
kemudahan

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Data Perizinan
yang Pada Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Diterbitkan

Jumlah Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penentapan Pemberian
Fasilitas/Insentif yang
menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase Pelaku
Usaha Pada Bidang

Rencana Tahun 2026

Lokasi C’I:rfi:; Kebutuhan Dana Sumber
K'P 5 / Pagu Indikatif Dana
inerja
S LG 6.000 APBD
cmarang Perizinan
Kota 75 805.737.735,00 APBD
Semarang Dokumen
Kota 100% 733.183.540,00 APBD
Semarang

Prakiraan Maju Tahun 2027

Catatan

Penting Target

Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

Subkoord
inator
Penerbita
n dan
Dokumen
tasi
Layanan
Perizinan
I Pada
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
I/ Ketua
Tim Kerja

7.000
Perizinan

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

85 Dokumen 1.148.717.818

Kepala 100% 963.459.763

Bidang

79



Kode Rekening

2.18.04.2.01

2.18.04.2.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

pelayanan
penanaman modal
yang cepat, tepat dan
transparan Pada
Bidang Perekonomian

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Perekonomian yang
Terverifikasi dan
Tervalidasi

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan /

Sub Kegiatan

Perekonomian yang

Memperoleh Izin Sesuai

Ketentuan

Jumlah Pengajuan

Perizinan Pada Bidang

Perekonomian yang
Terverifikasi dan
Tervalidasi

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana

Lokasi / Pagu Indikatif

Kota
Semarang

2.600 733.183.540,00

Pengajua
n
Perizinan

Sumber
Dana

APBD

Catatan
Penting

Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
II

Subkoord
inator
Verifikasi
dan
Validasi
Layanan
Perizinan
II Pada
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
II/ Ketua
Tim Kerja

Prakiraan Maju Tahun 2027

c'l:;:fiz; Kebutuhan Dana

Kinerja / Pagu Indikatif

2.700 963.459.763
Pengajuan
Perizinan
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Kode Rekening

2.18.04.2.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Bidang
Perekonomian yang
Ditetapkan

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Tersedianya Data
Perizinan Pada
Bidang Perekonomian
Diterbitkan

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Pengajuan
Perizinan Pada Bidang
Perekonomian yang
Ditetapkan

Jumlah Data Perizinan
yang Pada Bidang
Perekonomian
Diterbitkan

Rencana Tahun 2026

Target
Lokasi Capaian
Kinerja
Kota 2.600
Semarang Pengajua
n
Perizinan
Kota 2.600
DS Perizinan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

Sumber
Dana

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subkoord
inator
Penetapa
n
Layanan
Perizinan
II Pada
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
II/ Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
Penerbita
n dan
Dokumen
tasi
Layanan
Perizinan
II Pada
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
II/ Ketua
Tim Kerja

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

2.700
Pengajuan
Perizinan

2.700
Perizinan

81



Kode Rekening

2.18.04.2.01.0006

2.18.04

2.18.04.2.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penyediaan
Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui
Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Tersedianya
Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui
Sistem

Perizinan Berusaha
Berbasis

Risiko Terintegrasi
secara

Elektronik

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Meningkatnya
kemudahan
pelayanan
penanaman modal
yang cepat, tepat dan
transparan Pada
Perizinan Dasar dan

Bidang Pembangunan

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Pelaku Usaha
yang Mendapatkan
Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui
Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

Persentase Pelaku
Usaha Pada Perizinan
Dasar dan Bidang
Pembangunan yang
Memperoleh Izin Sesuai
Ketentuan

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I::fi:; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

2600 733.183.540,00
Pelaku

Usaha

100% 613.799.600,00

Catatan
Sumber Penting

Dana

APBD Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

APBD Kepala
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
I1I

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l arfizi; Kebutuhan Dana
wpaia / Pagu Indikatif
Kinerja

2.700 Pelaku 963.459.763
Usaha
100% 945.108.147
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Kode Rekening

2.18.04.2.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Tersedianya Data
Pengajuan Perizinan
Pada Perizinan Dasar
dan Bidang
Pembangunan yang
Terverifikasi dan
Tervalidasi

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Tersedianya Data
engajuan Perizinan
Pada Perizinan Dasar
dan Bidang
Pembangunan yang
Ditetapkan

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Pengajuan
Perizinan Pada
Perizinan Dasar dan
Bidang Pembangunan

yang Terverifikasi dan

Tervalidasi

Jumlah Pengajuan
Perizinan Pada
Perizinan Dasar dan
Bidang Pembangunan
yang Ditetapkan

Rencana Tahun 2026

Target
Lokasi Capaian
Kinerja
Kota 1.100
Semarang Pengajua
n
Perizinan
Kota 1.100
Semarang Pengajua
n
Perizinan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

613.799.600,00

Sumber
Dana

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subkoord
inator
Verifikasi
dan
Validasi
Layanan
Perizinan
III Pada
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
III/ Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
Penetapa
n
Layanan
Perizinan
III Pada
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
111/ Ketua
Tim Kerja

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

1.200 945.108.147
Pengajuan

Perizinan

1.200
Pengajuan
Perizinan
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Kode Rekening

2.18.04.2.01

2.18.04.2.01.0007

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Tersedianya Data
Perizinan Pada
Perizinan Dasar dan
Bidang Pembangunan
Diterbitkan

Penyediaan dan
pengelolaan Layanan
konsultasi perizinan
berusaha berbasis
risiko

Tersedianya dan
terkelolanya
Layanan Konsultasi
terhadap

Perizinan Berusaha
melalui

Sistem Perizinan
Berusaha

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /

Sub Kegiatan Lokasi
Jumlah Data Perizinan S gl
yang Pada Perizinan emarang
Dasar dan Bidang
Pembangunan
Diterbitkan
Jumlah Pelaku usaha Kota
yang Memperoleh Semarang

Layanan Konsultasi
Perizinan Berusaha
melalui Sistem
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Terintegrasi secara
Elektronik

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

1.100
Perizinan

1.100 613.799.600,00

Pelaku
Usaha

Sumber
Dana

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subkoord
inator
Penerbita
n dan
Dokumen
tasi
Layanan
Perizinan
III Pada
Bidang
Penyelen
ggaraan
Layanan
Perizinan
111/ Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

(';l;::fiztl Kebutuhan Dana

Kinerja / Pagu Indikatif
1.200

Perizinan

1.200 Pelaku
Usaha

945.108.147
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Kode Rekening

2.18.04

2.18.04.2.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Berbasis Risiko
Terintegrasi

secara Elektronik

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Meningkatnya
kemudahan
pelayanan pengaduan
penanaman modal
dan perizinan

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Tersedianya Laporan
Pengaduan
Penanaman Modal
dan Perizinan yang
ditindaklanjuti

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Persentase Pengaduan
Penanaman Modal dan
Perizinan yang Ditindak
Lanjuti

Jumlah Laporan
Pengaduan Penanaman
Modal dan Perizinan
yang ditindaklanjuti

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

95%

12
Laporan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

428.808.824,00

428.808.824,00

Sumber
Dana

APBD

APBD

Catatan
Penting

Kepala
Bidang
Sistem
Informasi
dan
Monitorin
g
dan
Evaluasi
Perizinan

Subkoord
inator
Pengadua
n
Layanan
Penanam
an Modal
Pada
Bidang
Sistem
Informasi
dan
Monitorin

Prakiraan Maju Tahun 2027

c'l;ffiztl Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
95% 330.329.062

12 Laporan 330.329.062
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Kode Rekening

2.18.04.2.01.0008

2.18.05

2.18.05.2.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pemantauan, analisis,
evaluasi, dan
pelaporan di bidang
perizinan berusaha
berbasis risiko

Terlaksananya
pemantauan,

analisis, evaluasi, dan
pelaporan

di bidang perizinan
berusaha

berbasis risiko Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan

Usaha dari Pelaku
Usaha

Program
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Meningkatnya
kepatuhan perizinan
dan penanaman
modal yang tertib dan
akuntabel

Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Kegiatan Usaha
yang mendapat
pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan
di bidang perizinan
berusaha berbasis
risiko Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan Usaha Dari
Pelaku Usaha

Persentase Realisasi
Investasi Terhadap
Target Investasi

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:;:.fi:‘;l Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
48 428.808.824,00
Kegiatan
Usaha
100% 458.075.300,00

Sumber
Dana

APBD

APBD

Catatan
Penting

g
dan

Evaluasi
Perizinan
/ Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Bidang
Potensi
dan
Promosi
Penanam
an Modal

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

54 Kegiatan
Usaha

100%

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

330.329.062

153.255.953
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Kode Rekening

2.18.05.2.01.0005

2.18.05.2.01.0006

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Tersedianya Kegiatan
Pengawasan dan
Pengendalian
Pelaksaaan
Penanaman Modal

Bimbingan Teknis
kepada Pelaku Usaha

Terlaksananya
Bimbingan

Teknis/ Sosialisasi
Implementasi
Perizinan Perizinan
Berusaha

Berbasis Risikodan
Pengawasan
Perizinan Berusaha
Berbasis

Risiko

Pengawasan
Penanaman Modal

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /

Sub Kegiatan Lokasi
Jumlah Kegiatan S Lo
Pengawasan dan emarang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jumlah Pelaku Usaha Kota
yang Mengikuti Semarang

Bimbingan Teknis/
Sosialisasi
Implementasi Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Rencana Tahun 2026

C’I:rfi:; Kebutuhan Dana = Sumber

xpaia / Pagu Indikatif Dana
Kinerja

4 458.075.300,00 APBD

Kegiatan

150 180.000.000,00 APBD
Pelaku
Usaha

Catatan
Penting

Subkoord
inator
Pengenda
lian
Penanam
an
Modal
Pada
Bidang
Potensi
dan
Promosi
Penanam
an
Modal/
Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l i;:fiz; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
4 Kegiatan 153.255.953
150 Pelaku 42.988.393
Usaha
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Kode Rekening

2.18.06

2.18.06.2.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Terlaksananya
Analisa dan
Verifikasi Data, Profil
dan

Informasi Kegiatan
Usaha dari

Pelaku Inspeksi
Lapangan

terhadap Kegiatan
serta

Evaluasi Penilaian
Kepatuhan
Pelaksanaan
Perizinan Berusaha

Para Pelaku Usaha

Program Pengelolaan
Data dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal

Meningkatnya sistem
informasi penanaman
modal yang terpadu
dan terintegrasi

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Kegiatan Usaha
dari Pelaku Usaha yang
Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil
dan Informasi Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Dllakukan Inspeksi
Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan
Berusaha

Persentase pengelolaan
data dan sistem
informasi penanaman
modal

Rencana Tahun 2026

Lokasi C’I:rfi:; Kebutuhan Dana = Sumber
K'P 5 / Pagu Indikatif Dana
inerja
Kota 150 278.075.300,00 APBD
Semarang Kegiatan
Usaha
Kota 100% 267.680.944,00 APBD
Semarang

Catatan
Penting

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Kepala
Bidang
Sistem
Informasi
dan
Monitorin
g
dan
Evaluasi
Perizinan

Prakiraan Maju Tahun 2027

C'l;al:'fl:; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
150 Kegiatan 110.267.560
Usaha
100% 149.053.233
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Kode Rekening

2.18.06.2.01.0002

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Tersedianya Laporan
Kegiatan Pengelolaan
dan Pembaharuan
Data dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan

Tersedianya Laporan
Kegiatan Pengelolaan
dan Pembaharuan
Data dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan yang di
monitoring dan
dievaluasi

Pengolahan,
Penyajian dan
Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Kegiatan
Pengelolaan dan
Pembaharuan Data dan
Informasi Perizinan dan
Non Perizinan

Jumlah Kegiatan
Pengelolaan dan
Pembaharuan Data dan
Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang di
monitoring dan
dievaluasi

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

12
Laporan

12
Laporan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

267.680.944,00

Sumber
Dana

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subkoord
inator
Sistem
Informati
ka Pada
Bidang
Sistem
Informasi
dan
Monitorin
g
dan
Evaluasi
Perizinan
/ Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
Sistem
Informati
ka Pada
Bidang
Sistem
Informasi
dan
Monitorin
g
dan
Evaluasi
Perizinan
/ Ketua
Tim Kerja

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

12 Laporan

12 Laporan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

149.053.233
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Kode Rekening

2.18.01

2.18.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Tersedianya Data dan
Informasi

Perizinan Berbasis
Sistem

Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

yang Diolah, Dikaji
dan

Dimanfaatkan

Meningkatnya Kinerja
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

Terwujudnya
pelayanan internal

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Data dan
Informasi Perizinan
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Indeks Kepuasan
Masyarakat Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Persentase
perencanaan serta

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:rfi:; Kebutuhan Dana Sumber
xpaia / Pagu Indikatif Dana
Kinerja
12 267.680.944,00 APBD
Dokumen
78,2
9.554.938.455
90
4.401.185.888
14.620.238.059,00 APBD
100% 10.001.220.800,00 APBD

Catatan
Penting

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Kepala
Dinas

Kepala
Dinas

Sekretari

)

Kepala
Dinas

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l arfi‘:; Kebutuhan Dana
wpaia / Pagu Indikatif
Kinerja

12 Dokumen 149.053.233

78,5 10.504.088.642
90 5.033.788.466
15.537.877.108

100% 10.504.088.641
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Kode Rekening

2.18.01.2.01

2.18.01.2.01.0001

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

yang berkualitas
dalam mendukung
kinerja Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Tersedianya acuan
pelaksanaan
program, kegiatan
dan sub kegiatan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota
Semarangbeserta
pelaporan kinerja
yang sesuai
peraturan
perundangan

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

pelaporan kinerja dan
keuangan Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Semarang

Persentase
Terpenuhinya
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:;:.fi:‘;l Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
100% 8.014.000,00
4 1.252.800,00
Dokumen

Sumber
Dana

APBD

APBD

Catatan
Penting

Sekretari
s

Subkoord
inator
Perencan
aan
dan
Evaluasi
Pada
Sekretari
at /

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

100%

4 Dokumen

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

27.345.279

1.505.904
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Kode Rekening

2.18.01.2.01.0002

2.18.01.2.01.0003

2.18.01.2.01.0004

Urusan / Program /

Kegiatan / Sub
Kegiatan

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Tersedianya
Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Tersedianya
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

Tersedianya
Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:;:fi:; Kebutuhan Dana Sumber
Kinerja / Pagu Indikatif Dana
1 626.400,00 APBD
Dokumen
1 626.400,00 APBD
Dokumen
1 626.400,00 APBD
Dokumen

Catatan
Penting

Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l arf;:; Kebutuhan Dana
wpaia / Pagu Indikatif
Kinerja

1 Dokumen 2.785.116
1 Dokumen 5.765.356
1 Dokumen 3.351.566
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Kode Rekening

2.18.01.2.01.0005

2.18.01.2.01.0006

2.18.01.2.01.0007

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

Tersedianya
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Terlaksananya
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan /

Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

1
Dokumen

1
Laporan

4
Laporan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

626.400,00

417.600,00

2.088.000,00

Catatan
Sumber = Penting

Dana

APBD Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

APBD

APBD Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l arfizi; Kebutuhan Dana
.P . / Pagu Indikatif
Kinerja

1 Dokumen 7.218.981
1 Laporan 2.012.126
4 Laporan 3.586.765
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Kode Rekening

2.18.01.2.01.0008

2.18.01.2.02

2.18.01.2.02.0001

2.18.01.2.02.0002

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral
Daerah

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral
Daerah

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Terwujudnya tertib
administrasi dan
pelaporan keuangan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan
Administrasi

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan /

Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil

Penyelenggaraan
Walidata Pendukung
Statistik Sektoral
Daerah

Persentase
Terpenuhinya
administrasi dan
pelaporan keuangan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

1
Dokumen

100%

62
Orang/b
ulan

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

1.750.000,00

9.993.206.800,00

9.709.054.000,00

Sumber
Dana

APBD

APBD

DAU

Catatan
Penting

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subbagia
n
Keuanga
n dan
Barang
Milik
Daerah/
Ketua
Tim Kerja

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l arfizi; Kebutuhan Dana
wpaia / Pagu Indikatif
Kinerja

1 Dokumen 1.119.465

100% 10.476.743.363
62 10.170.145.178
Orang/bulan

94



Kode Rekening

2.18.01.2.02.0005

2.18.01.2.02.0007

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pelaksanaan Tugas
ASN

Tersedianya
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan
Keuangan Bulanan /
Triwulanan /
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan /
Triwulanan /
Semesteran SKPD

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:;:fi:‘;n Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

26 282.900.000,00
Dokumen

1 417.600,00
Laporan

18 417.600,00
Laporan

Sumber
Dana

APBD

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l i;:fiz; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
26 Dokumen 300.813.623
1 Laporan 2.104.328
18 Laporan 1.577.076
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Kode Rekening

2.18.01.2.02.0008

2.18.01

2.18.01

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penyusunan
Pelaporan dan
Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Tersedianya
Dokumen Pelaporan
dan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran

Meningkatnya Kinerja
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Kabupaten /Kota

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

Terwujudnya
pelayanan internal
yang berkualitas
dalam mendukung
kinerja Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen
Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran

Indeks Kepuasan
Masyarakat Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Persentase kinerja
pelayanan umum dan
kepegawaian Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

Lokasi C’I:rfi:; Kebutuhan Dana
Ko / Pagu Indikatif
inerja
Kota 1 417.600,00
Semarang Dokumen
90 4.619.017.259,00
4.619.017.259,00
Kota 100% 4.619.017.259,00
Semarang

Catatan
Sumber Penting

Dana

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

APBD

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Kepala
Dinas

Kepala
Dinas

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

1 Dokumen

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

2.103.158

5.033.788.467

5.033.788.467
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Kode Rekening

2.18.01.2.05

2.18.01.2.05.0001

2.18.01.2.05.0003

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Terwujudnya layanan
kepegawaian yang
berkualitas dalam
rangka peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang yang
sesuai peraturan
perundangan

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Disiplin Pegaw

Tersedianya Unit
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Disiplin Pegawai

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Terlaksananya
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan /

Sub Kegiatan

Persentase
Terpenuhinya

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Jumlah Unit
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Disiplin
Pegawai

Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

Target
Capaian
Kinerja

100%

100 Unit

Dokumen

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

324.535.040,00

38.871.000,00

4.100.000,00

Catatan
Sumber Penting

Dana

Sekretari
s

APBD

APBD Subbagia
n Umum
dan
Kepegaw
aian/
Ketua
Tim Kerja

APBD Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l i;:fiz; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
100% 300.000.000
100 Unit 50.000.000
1 Dokumen 50.000.000
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Kode Rekening

2.18.01.2.05.0010

2.18.01.2.05.0011

2.18.01.2.06

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Terpenuhinya
pelayanan
administrasi umum
dan penyediaan
sarpras kantor untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang yang
sesuai peraturan
perundangan

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Persentase
Terpenuhinya
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:;:'fi:‘;l Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
100 198.692.440,00
Orang
100 82.871.600,00
Orang
100% 487.642.014,20

Sumber
Dana

APBD

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l i;:fiz; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif

100 Orang 100.000.000
100 Orang 100.000.000
100% 930.000.000
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Kode Rekening

2.18.01.2.06.0002

2.18.01.2.06.0004

2.18.01.2.06.0005

2.18.01.2.06.0006

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Tersedianya Bahan
Logistik Kantor

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan

Tersedianya Bahan
Bacaan dan

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:;:fi:; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
2 Paket 92.634.732,00
2 Paket 111.375.060,00
2 Paket 21.615.800,00
5 8.644.150,00
Dokumen

Sumber
Dana

APBD

APBD

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subbagia
n Umum
dan
Kepegaw
aian/
Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l i;:fiz:l Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
2 Paket 100.000.000
2 Paket 100.000.000
2 Paket 50.000.000
5 Dokumen 30.000.000
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Kode Rekening

2.18.01.2.06.0008

2.18.01.2.06.0009

2.18.01.2.06.0011

2.18.01.2.07

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Peraturan Perundang-
undangan

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Terlaksananya
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Terlaksananya
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Undangan yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:;:fi:; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
12 10.500.000,00
Laporan
12 221.380.985,00
Laporan
1 21.491.287,20
Dokumen

Sumber
Dana

APBD

APBD

APBD

Catatan
Penting

Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

12 Laporan

12 Laporan

1 Dokumen

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

50.000.000

300.000.000

300.000.000
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Kode Rekening

2.18.01.2.07.0006

2.18.01.2.08

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Terpenuhinya
kebutuhan Barang
Milik Daerah untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Tersedianya Peralatan
dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Terpenuhinya
kebutuhan jasa
penunjang untuk
mendukung
penyelesaian tindak
lanjut aduan
masyarakat kepada
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Persentase pemenuhan
Barang Milik Daerah
untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya
yang Disediakan

Persentase
Terpenuhinya
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2026

o Targ'et Kebutuhan Dana
Lokasi Capaian g
. . / Pagu Indikatif
Kinerja
Kota 100% 701.323.707,60
Semarang
Kota 2 Unit 701.323.707,60
Semarang
Kota 100% 2.283.732.756,00
Semarang

Sumber
Dana

APBD

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subbagia
n Umum
dan
Kepegaw
aian/
Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

100%

2 Unit

100%

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

500.000.000

500.000.000

2.237.708.084
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Kode Rekening

2.18.01.2.08.0002

2.18.01.2.08.0004

2.18.01.2.09

2.18.01.2.09.0001

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya
Barang Milik Daerah
untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

Persentase
Terpenuhinya
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:;:'fi:‘;l Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
12 680.013.000,00
Laporan
12 1.603.719.756,00
Laporan
100% 821.783.741,20

Sumber
Dana

APBD

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subbagia
n Umum
dan
Kepegaw
aian/
Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

(;l;l i;:fiz; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
12 Laporan 743.027.099
12 Laporan 1.494.680.985
100% 1.066.080.382
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Kode Rekening

2.18.01.2.09.0002

2.18.01.2.09.0005

2.18.01.2.09.0006

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya
Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Jumlah Mebel yang
Dipelihara

Rencana Tahun 2026

o Targ.et Kebutuhan Dana
Lokasi Capaian / Pagu Indikatif
Kinerja
Kota 1 Unit 43.956.000,00
Semarang
Kota 33 Unit 503.335.050,00
Semarang
Kota 10 Unit 2.421.576,00
Semarang

Sumber
Dana

APBD

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subbagia
n Umum
dan
Kepegaw
aian/
Ketua
Tim Kerja

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

1 Unit

33 Unit

10 Unit

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

39.910.050

350.000.000

6.862.731
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Kode Rekening

2.18.01.2.09.0009

Urusan / Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Terlaksananya
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabi
litasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Indikator Kinerja
Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara /
Direhabilitasi

Lokasi

Kota
Semarang

Kota
Semarang

Rencana Tahun 2026

C’I:;:fi:; Kebutuhan Dana
Kinerja / Pagu Indikatif
15 Unit 207.062.127,00
1 Unit 65.008.988,20

Sumber
Dana

APBD

APBD

Catatan
Penting

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Subkoord
inator
/Ketua
Tim
Kerja/Sta
f

Prakiraan Maju Tahun 2027

Target
Capaian
Kinerja

15 Unit

1 Unit

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

400.000.000

269.307.601
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IV.II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DPMPTSP KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang
merupakan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam mengawal pencapaiannya,
yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi DPMPTSP

No Indikator Kinerja Satuan Target

INDIKATOR KINERJA KUNCI

1 Jumlah Investor Berskala Nasional Investor 647
(PMDN/PMA)
2 Persentase Peningkatan Investasi
% 0,75%
3 Nilai Investasi Rupiah 9.974.250.000.000
4 Persentase Jumlah Izin Terbit Sesuai % 98,77

Standar Pelayanan (SP)
Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

87



BAB V
PENUTUP

Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan,

sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu
indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi
DPMPTSP Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. Catatan Penting
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja DPMPTSP
Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1.

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya
pada Renja DPMPTSP pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung
pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak
lagi berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-
2026, namun berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2025-2029;

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang ini juga berpedoman
pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi
antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan dokumen Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun
2026 adalah sebagai berikut:

1.

Renja DPMPTSP ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2026;

Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan
berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota
Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan
terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD
Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja DPMPTSP
Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.

2.

Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja
menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran
kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan
berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
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3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja
DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota
Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan
berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari
peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPMPTSP Kota Semarang,
dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder
pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini
diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan
dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Semarang pada Tahun
Anggaran 2026.

Kota Semarang, 26 November 2025
Kepala-B as | Penanaman Modal Dan

\‘%ma Tlngkat 1
NIP 19671023 199401 2 001
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